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  TAHUN 2007-2017 
 
Penelitian ini tentang Sinergisitas Mahasiswa dengan Pemerintah dalam 
Pembangunan Politik tahun 2007-2017. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
bagaimana peran Mahasiswa dalam Membantu Pembangunan Politik Kabupaten 
Sinjai tahun 2007-2017 serta memaparkan bagaimana pola yang terbangun antara 
mahasiswa dengan pemerintah sehingga nantinya dapat lebih bersinergi dalam 
membangun kabupaten Sinjai. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian 
kualitatif yaitu mendeskripsikan peristiwa atau kejadian, perilaku orang atau kedaan 
pada tempat tertentu secara rinci dan mendalam bentuk narasi. 
Teori yang digunakan dalam skripsi ini adalah (1) Fungsi Agen of Change dan 
Agen of Control, (2) Mahasiswa sebagai Kekuatan Politik di Indonesia, (3) Konsep 
Kebijakan Publik, dan (4) Teori Pembangunan Politik. Teori-Teori diatas digunakan 
untuk mencari dan menganalisis jawaban dari rumusan masalah yang terdapat dalam 
skripsi. Metode pengumpulan data primer di dalam skripsi ini menggunakan metode 
wawancara dan metode observasi, sedangkan data skunder menggunakan metode 
dokumenter dan metode kajian pustaka. Metode analisis data yang digunakan adalah 
diskriptif analisis dari hasil wawancara, peneliti akan mendeskripsikan dan 
menganalisis berdasarkan kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini. 
Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa mahasiswa Sinjai turut andil  dalam 
proses membantu pembangunan politik  kabupaten Sinjai, baik dari segi pengawasan 
implementasi kebijkan maupun dari segi evaluasi kebijakan publik. Selain itu, 
penelitian ini juga menunjukkan bahwa kurangnya sinergitas antara mahasiswa 
dengan pemerintah Sinjai dilihat dari banyaknya aturan-aturan yang dianggap 
mahasiswa kurang efesien. Seperti contohnya, Peraturan Bupati tentang Tata Cara 
Pemberian Bantuan Dana Pendidikan Kepada Mahasiswa Kab. Sinjai dan Peraturan 








A. Latar Belakang 
Mahasiswa dikatakan sebagai suatu kelompok dalam masyarakat yang 
memperoleh statusnya karena ikatan dengan  perguruan  tinggi. Mahasiswa juga 
merupakan calon intelektual atau cendekiawan muda dalam suatu lapisan masyarakat 
yang sering kali syarat dengan berbagai predikat. Mahasiswa bagi masyarakat adalah 
harapan dan tumpuan yang menjadi pilar kebangkitan ummat. Mahasiswa juga 
merupakan sebuah ungkapan yang secara terminologi melekat erat pada diri muda 
anak bangsa yang memiliki semangat membara jika dipercikkan api motivasi dan 
masa dimana seorang pemuda berada dalam tahap persiapan menuju kehidupan 
yang lebih jauh lagi. Mahasiswa merupakan sebuah estetika gairah muda yang 
bergelora dan tidak semua pemuda dapat meraihnya. Sebuah sebutan yang tentunya 
harus ditebus dengan perjuangan, baik itu dengan pengorbanan materi dan  
nonmateri.1 
Sebagaimana Allah swt juga menjelaskan setiap orang untuk berbuat ikhlas 
tanpa mengharapkan imbalan dalam menjalankan apa yang menjadi tugas dan 
kewajibanya dalam QS at-Taubah/09:105. 
 َH ُ ﱠﷲ ىMََNOََP اRُSTَHْا WُِXَو َP ِةَد\َ]^ﱠ _اَو ِ` Nْaَ_ْا bِِ_\Hَ dَٰ_ِإ َنو ﱡدMَُhiََو ۖ َنRُklِmْTُ_ْاَو ُnُ_Riَُرَو bْpَُSTَ bpُُqﱢsَkُN
 َنRُSTَtَْu bُْhkvُ \Tَِw 
                                                           






Dan katakanlah, ”Bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu, 
begitu juga Rasul-Nya dan orang-orang Mukmin, dan kamu akan 
dikembalikan kepada Allah Yang Mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu 
diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan”.2 
 
Peran kaum terpelajar dalam perpolitikan Indonesia suatu keniscayaan, hal ini 
ditandai dengan munculnya berbagai asosisasi kaum muda pada masa kemerdekaan 
yang bertujuan untuk transformasi sosial. Oleh kaena itu, kaum terpelajar, khususnya 
mahasiswa merupakan komunitas inteletual yang senangtiasa menjadi agen 
perubahan. Fenomena gerakan mahasiswa dalam sejarah Indoneisa modern 
menunjukkan  suatu pola yang hampir sama  yakni sebagai lapisan yang mengawal 
jalannya perubahan dalam masyarkat, perubahan dari kolonialisme ke Indonesia 
merdeka merupakan hasil kerja kaum terpelajar yang gelisah terhadap berbagai 
bentuk penindasan.3 
Gerakan reformasi pada tahun 1998 telah terjadi bagian masa lalu, bagian dari 
perjalanan bangsa dan negara republik Indonesia dalam mewujudkan cita-cita 
proklamasi tahun 1945. Seperti pula momentum sebelumnya, reformasi adalah bagian 
sejarah dari perjalanan bangsa Indonesia. Sejumlah peristiwa seperti pendudukan 
gedung DPR/MPR, inseden Trisakti, dan Semanggi, pengunduran diri Presiden 
Soeharto, aksi penjarahan dan kerusuhan, pernyataan 14 menteri yang tidak bersedia 
lagi duduk dalam kabinet reformasi dan sebagainya, adalah realitas sejarah. Gerakan 
reformasi di Indonesia yang terjadi pada periode tahan 1997-1998 itu, pada 
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 Departemen Agama RI,Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Jakarta: Lautan Lestari), h.203. 
3 Syarifuddin Jurdi, Kekuatan-kekuatan Politik Indonesia,  (Makassar:Laboratorium Ilmu 





kenyataannya telah menjadi drama politik yang penuh dengan intrik, tragedi, dan 
misteri yang menghiasi sejarah kekuasan di Indonesia.4 
Indonesia merupakan salah satu negara yang memperlihatkan gerakan 
mahasiswa memiliki peran penting bagi perubahan politik di samping Venezuela, 
Kuba, China, dan Vietnam. Meskipun demikian, mahasiswa bukan satu-satunya dan 
tidak cukup memadai bila ingin mewujudkan perubahan secara sukses. Mahasiswa  
merupakan kelompok yang relatif permanen dalam menentang pemerintah diktator. 
Tetapi, mereka sendirian tidak mungkin dapat menungbangkan sistem pemerintahan 
yang otoriter. Tidak ada dukungan kelompok-kelompok lain, resiko yang mereka 
hadapi sangat besar. Gerakan mahasiswa dari tahun 1966 sampai 1998, hanya dua 
gerakan yang dinilai berhasil menungbangkan rezim pemerintahan, yakni pada tahun 
1966 dan 1998 dengan sejumlah perbedaaan. Kondisi masyarakat pada tahun 1966 
terpecah secara diametral. Gerakan mahasiswa tahun 1966, tidak didasari pandangan 
ideologis sehingga tidak terjadi polaritas yang ekstrim seperti tahun 1966. Gerakan 
1998 lebih bersifat pragmatis dan tidak memiliki paradigma gerakan yang sama 
kecuali keinginan menjatuhkan Soeharto dan orde baru sebagai rezim yang dinilai 
represif.5 
Peristiwa reformasi inilah yang kemudian menjadi catatan kelam negeri ini, 
yang telah menumpahkan darah mereka-mereka yang ingin berjuang untuk negeri. 
Yang juga menjadi titik pencerahan baru bagi perubahan Indonesia di masa 
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 Basuki Agus Suparno, Reformasi & Jatuhnya Soeharto,  (Jakarta:PT. Kompas Media 
Nusantara,2012), h. 1. 
5
 Basuki Agus Suparno, Reformasi & Jatuhnya Soeharto,  (Jakarta:PT. Kompas Media 





selanjutnya. Dimana kebebasan dalam menyampaikan aspirasi dan kebebasan pers 
yang sebelumnya tidak dijumpai pada masa orde baru kembali diperoleh oleh 
masyarakat di negeri ini. Namun, ada 1 agenda reformasi yang sampai sekarang 
belum bisa terwujudkan yaitu pemberantasan korupsi yang hingga kini masih menjadi 
wabah berbahaya bagi stabilitas negara. Mahasiswa sebagai penancap tombak 
peradaban peradaban bangsa ini semakin mengalami perubahan adalah tak lain 
karena ada peran pemuda mahasiswa di dalamnya.  
Dari berbagai rentetan peristiwa diatas dapat katakan bahwa peran pemuda 
dan mahasiswa dalam sejarah perkembangan bangsa ini tidak terlepas dari sumbangsi 
mahasiswa. Mulai dari pra kemerdekaan maupun pasca kemerdekaan. Mahasiswa 
adalah insan akademik yang mempunyai kebebasan berpikir dan bertindak 
berdasarkan kebenaran ilmiah yang sadar akan hak dan kewajibannya, serta peran dan 
tanggung jawabnya kepada ummat manusia dan bangsa, bertekad memberikan 
dharma baktinya sesuai Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam mewujudkan 
masyarakat adil dan makmur. Mahasiswa mengaggap bahwa takkan berubah suatu 
kaum jika bukan kaum itu sendiri yang merubahnya. Sebagaimana yang telah di 
jelaskaan oleh Allah swt. dalam QS ar-Ra’ad/13:11. 
 ِw \lَ MُﱢNaَُy zَ َ ﱠﷲ ﱠِنإ ۗ ِ ﱠﷲ Mِlَْأ }ْlِ ُnَ~Rُََْy nِِSْَ }ْlَِو nِyْََy }ِNَْw } ﱢl ٌت\َsﱢtَlُ ُnَ_ ٰdﱠhَ ٍمRَْ \lَ اوMُﱢNaَُy 
اَِذإَو ۗ bْ]ِOُِ~َِw  ٍلاَو }lِ nِِ~وُد } ﱢl bُ]َ_ \lََو ۚ ُnَ_ ﱠدMَlَ ََP اًءRiُ ٍمRَْِw ُ ﱠﷲ َداََرأ  
Terjemahnya: 
“Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, d 
imuka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. 





merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah 
menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat 
menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia”.6 
Pada kesimpulannya, mahasiswa memiliki 3 modal dasar yang membuat ia 
mampu disebut sebagai agent of change (agen perubahan) dan agent of social control 
(agen pengawas sosial) yaitu kekuatan moralnya dalam berjuang karena pada intinya 
apa yang ia buat adalah semata - mata berlandaskan pada gerakan moral yang 
menjadi idealismenya dalam berjuang, yang kedua adalah kekuatan 
intelektualitasnya, melalui ilmu pengetahuan yang ia raih di bangku pendidikan, ia 
senantiasa ingin mengaplikasiakan segenap keilmuannya untuk gerakan moral dan 
pengabdian kepada masyarakat, karena baginya ilmu merupakan suatu amanah dan 
tanggung jawab yang harus diamalkan, yang ketiga adalah mahasiswa sebagai 
seorang pemuda memiliki semangat dan jiwa muda yang merupakan karakter alami 
yang pasti dimiliki oleh setiap pemuda secara biologis, dimana melingkupi kekuatan 
otak dan fisik yang bisa dikatakan maksimal, lalu kratifitas, responsifitas, serta 
keaktifannya dalam membuat inovasi yang sesuai dengan bidang keilmuannya. 
Mungkin hal - hal inilah yang menjadi faktor utama mengapa pemuda 
mahasiswa yang selalu menjadi aktor peradaban dan tulang punggung perjuangan 
bangsa dalam membangun peradabanya, bahkan seorang Soekarno juga mengakui 
kemampuan yang dimiliki pemuda mahasiswa tersebut melalui statementnya "berikan 
aku sepuluh pemuda, maka akan aku guncang dunia". Dan memang begitu lah 
kenyataannya dan fakta yang tidak bisa ditolak oleh siapapun perihal tinta emas yang 
telah digoreskan oleh pemuda mahasiswa dimanapun dia berada. Mungkin sejarah 
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gerakan mahasiswa ini layaknyalah kita jadikan sebagai bahan refleksi kita semua 
khususnya yang sekarang menjadi seorang mahasiswa bahwa inilah sebenarnya peran 
dan tanggung jawab kita sebagai pemuda mahasiswa yang telah ditunjukkan oleh para 
pendahulu kita yang sudah terlebih dahulu menancapkan tombak perubahannya di 
negeri ini. 
Mahasiswa yang berlatar belakang kedaerahan Kabupaten Sinjai merupakan 
subsistem dalam perguruan tinggi mempunyai kewajiban memberikan solusi kreatif 
dalam masalah yang terjadi di daerah pada khususnya dan di masyarakat pada 
umumnya. Mahasiswa Sinjai yang merupakan titik tolak dalam melaksanakan segala 
aktifitasnya, keprofesian mahasiswa merupakan ruh yang melekat dalam jiwa 
menjadi keunggulan tersendiri dalam pergulatan masyarakat sosial. Ikatan Keluarga 
Mahasiswa Sinjai sebagai lembaga kemahasiswaan di lingkup organisasi daerah yang 
merupakan wadah aktualisasi dan mempererat hubungan emosional sesama 
mahasiswa Sinjai, mempunyai peranan penting dalam membentuk karakter 
mahasiswa. Selain itu, tugas yang lebih utama adalah bagaimana peran aktif Ikatan 
Keluarga Mahasiswa Sinjai dalam mengawal perkembangan kabupaten Sinjai. 
B. Rumusan Masalah 
1. Bagaimana peran mahasiswa Sinjai dalam pembangunan politik di 
kabupaten Sinjai tahun 2007-2017? 
2. Bagaimana mahasiswa sebagai kekuatan politik bersinergi dengan 








Adapun tujuan dilakukanya penelitian ini adalah: 
1. Untuk mengetahui bagaimana peran mahasiswa Sinjai dalam 
pembangunan politik di kabupaten Sinjai  tahun 2007-2017. 
2. Selain itu tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana 
mahasiswa sebagai kekuatan politik bersinergi dengan pemerintah untuk 
mengawal kebijakan kab sinjai tahun 2007-2017 . 
D. Manfaat 
Adapun manfaat dari penelitian ini adalah: 
1. Manfaat teoritis temuan yang dihasilkan dalam penelitian ini diharapkan 
memberikan kontribusi (manfaat) dalam pengembangan keilmuan 
terutama yang berkaitan dengan peran mahasiswa sebagai pembangunan 
politik dan mahaisiswa sebagai salah satu kekuatan poitik Indonesia. 
2. Manfaat praktis kontribusi penelitiaan ini tidak hanya dalam memperkaya 
pengetahuan teori, tetapi hasil temuan yang diolah secara proporsional, 
diharapkan menjadi sumbangan pemikiran bagi pemerintah daerah dalam 
proses pembangunan politik. 
3. Selain itu, manfaat dari segi mahasiswa dapat dijadikan acuan ataupun 
refesensi untuk tetap berkontribusi dalam pembangunan daerah maupun 
mampu mempertahankan mahasiswa sebagai salah satu kukuatan politik 







LANDASAN TEORITIS & KONSEPTUAL 
 
A. Kajian Pustaka 
Adapun tulisan yang hampir sama atau bahkan mirip dengan judul penelitian 
ini adalah sebagai berikut: 
a. Abdullah Ramdhani, “Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik”, dengan 
fokus penelitian peran mahasiswa dalam evaluasi Kebijakan Pemerintah Kota 
Bandung. Pelaksanaan kebijakan publik adalah implementasi atau penerapan 
suatu kebijakan publik melalui program, aktifitas, aksi, atau tindakan dalam 
suatu mekanisme yang terikat pada suatu sistem tertentu. Hasil pembahasan 
menunjukkan bahwa implementasi kebijakan publik dipengaruhi oleh 
beberapa faktor, diantaranya: aspek kewenangan, sumberdaya, komunikasi, 
dan disposisi. Dimensidimensi yang dapat digunakan untuk mengevaluasi 
pelaksanaan kebijakan publik diantaranya: konsistensi, transparansi, 
akuntabilitas, keadilan, efektivitas, dan efisiensi. Sementara itu evaluasi 
pelaksanaan kebijakan perlu dilakukan secara komperhensif. Dalam 
melakukan inovasi dan terobosan dalam pelayanan kepada publik, dapat 
dilakukan diskresi pelaksanaan kebijakan publik sepanjang tidak bertentangan 
dengan norma dan peraturan yang berlaku.7 Dalam jurnal ini hanya 
menjelaskan tentang bagaiaman peran mahasiswa dalam proses evaluasi 
kebijakan publik di kota Bandung sedangkan dalam penelitian yang nantinya 
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penulis ingin lakukan adalah mencari peran dan pola sinergitas antara 
mahasiswa dengan pemerintah dalam membantu pembangunan politik di 
kabupaten Sinjai. 
b. Muchammad Arif Agung Nugroho,”Pengembangan Sinergitas antara 
Mahasiswa dengan Legislatif dalam Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan untuk Wujudkan Pemerintah yang Baik”, dengan fokus penelitian  
tentang dasar hukum sinergitas mahasiswa dengan legislatif dalam membuat 
aturan. Mahasiswa tidak boleh steril dari keberpihakan terhadap rakyat, oleh 
karena itu mahasiswa memiliki peran besar sebagai penyambung lidah rakyat, 
salah satunya adalah mejembatani aspirasi rakyat kepada legislatif dalam 
pembentukan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, sinergitas 
antara mahasiswa dan legislatif perlu dikembangkan. Dasar hukum 
pengembangan sinergitas ini adalah Undang-undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945, Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Undang-undang Nomor 14 
Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Undang-undang 
Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan 
Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Kiat-kiat pengembangan 
sinergitas antara mahasiswa dan legislatif yang perlu diambil adalah 





aliansi dan kerja sama simbiotik.8 Dalam jurnal ini lebih terfokus kepada 
dasar hukum yang melandasi peran mahasiswa dalam membangun sinergitas 
antara mahasiswa dengan legislatif dalam pembentukan Perundang-undangan 
sedangkan dalam penelitian yang nantinya penulis ingin lakukan adalah 
mencari peran dan pola sinergitas antara mahasiswa dengan pemerintah dalam 
membantu pembangunan politik di kabupaten Sinjai. 
c. Bram Widyanto,”Pemuda dalam Perubahan Sosial”, dengan fokus penelitian 
peran mahasiswa yang terwujud dalam gerakan mahasiswa. Kepemimpinan 
umumnya diartikan sebagai seseorang yang memiliki kemampuan untuk 
mempengaruhi orang lain melalui diri mereka sehingga perilaku mereka 
berubah atau tetap bertahan. Berbicara tentang kepemimpinan Soekarno, 
orang pasti mengingat dia sebagai salah satu negara proklamator. Tidak ada 
yang tahu bagaimana sebenarnya Sukarno dalam periode terakhir 
kepemimpinannya. Artikel ini mencoba untuk mengungkapkan berbagai acara 
yang menyertai sampai akhir kepemimpinan Sukarno. Mulai dari pelepasan 
Supersemar yang digunakan Soeharto untuk mengendalikan keadaan sehingga 
perlahan kepemimpinan Soekarno mulai berakhir. Sampai dengan 
pengurangan orasi tanggung jawab Sukarno, Nawaksara, di mana MPRS 
berpendapat bahwa orasi hanya sebagai laporan kemajuan. Akhirnya pada 22 
Februari 1967, kekuasaan pemerintahan diserahkan ke pegangan Supersemar, 
Soeharto. Seberapa beragam kejadian yang mampu mempengaruhi 
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kepemimpinan Soekarno sampai akhirnya harus diakhiri.9 Dalam jurnal ini 
menjelaskan tentang bagaimana peran pemuda dalam perubahan sosial tidak 
terkhusus kepada mahasiswa dan juga hanya memaparkan bagaimana 
pengaruhnya dalam perubahan sosial di masyarakat sedangkan dalam 
penelitian yang nantinya penulis ingin lakukan adalah mencari peran dan pola 
sinergitas antara mahasiswa pada khususnya dengan pemerintah terkhusus 
dalam membantu pembangunan politik di kabupaten Sinjai. 
d. Syahrul Ramdhani, ”Peran Mahasiswa dalam Pembangunan”, dengan fokus 
penelitian tentang peran m ahasiwa dalam membantu pembangunan. 
Mahasiswa dapat dikatakan sebuah komunikasi unik yang berada di 
masyarakat, dengan kesempatan dan kelebihan yang dimilikinya, mahasiswa 
mampu berada sedikit di atas masyarakat. Mahasiswa juga belum tercekcoki 
oleh kepentingan-kepentingan suatu golongan, ormas, parpol, dsb. Sehingga 
mahasiswa dapat dikatakan memiliki idealisme. Idealisme adalah suatu 
kebenaran yang diyakini murni dari pribadi seseorang dan tidak dipengaruhi 
oleh faktor-faktor eksternal yang dapat menggeser makna tersebut. 
Berdasarkan berbagai potensi dan kesempatan yang dimiliki oleh mahasiswa, 
tidak sepantasnyalah bila mahasiswa hanya mementingkan kebutuhan dirinya 
sendiri tanpa memberikan kontribusi terhadap bangsa dan negaranya. 
Mahasiswa itu sudah bukan siswa yang tugasnya hanya belajar, bukan pula 
rakyat, bukan pula pemerintah. Mahasiswa memiliki tempat tersendiri 
                                                           





dilingkungan masyarakat, namun bukan berarti memisahkan diri dari 
masyarakat. Oleh karena itu, perlu dirumuskan perihal fungsi, peran dan 
posisi mahasiswa untuk menentukan arah perjuangan dan kontribusi 
mahasiswa tersebut.10 Sama halnya dengan jurnal yang pertama, tetapi jurnal 
ini lebih menjelaskan tentang bagaiaman peran mahasiswa dalam 
pembangunan politik bukan dalam hal proses pengawalan kebijakan publik.. 
Hampir sama dengan penelitian yang nantinya akan dilakukan penulis yaitu 
mencari peran mahasiswa dalam membantu pembangunan politik bedanya 
jurnal ini tidak menggambarkan pola sinergitas yang terbangun antara 
pemerintah dan mahasiswa. 
e. Andrias Darmayadi,”Pergerakan Mahasiswa dalam Persfektif Partisipasi 
Politik”, dengan fokus penelitian bagaimana pergerakan mahasiswa dalam 
lingkup politik. Secara konseptual partisipasi politik adalah membicarakan 
kegiatan dan aktivitas individu warga Negara dalam proses kehidupan politik. 
Warga Negara dituntut turut aktif dalam proses pembuatan dan perumusan 
kebijakan politik Negara. Mahasiswa disebut sebagai masyarakat intelektual 
dengan harapan sebagai generasi emas yang selalu mampu menjadi agen 
perubah dalam struktur masyarakat. Partisipasi politik mahasiswa menjadi  
lebih bernilai dikarenakan anggapan memiliki konsep pemahaman politik 
yang lebih baik sebagai konsekuensi dan buah pembelajaran di tingkat 
perguruan tinggi. Keadaan ini yang dianggap sebagai salah satu faktor 
                                                           






pembedaantara mahasiswa dengan  masyarakat biasa disekitarnya. 
Permasalahan yang sering muncul dalam menganalisis pergerakan mahasiswa 
adalah, apakah partisipasi tersebut otonom yang artinya tumbuh secara 
mandiri ataukah merupakan bentuk partisipasi mobilisasi. Tulisan ini tidak 
bermaksud untuk mendikotomikan secara tegas apa muara dan kemana arah 
partisi politik mahasiswa  berdasarkan dua tipologi tadi , namun lebih untuk 
mencoba melihat relasi dan keterkaitan dua tipologi partisipasi politik 
mahasiswa guna menghitung kekuatan dari partisipasi poltik kaum intelektual 
muda ini.11 Jurnal ini menjelaskan tentang bagaimana pergerakan mahasiswa 
dalam persfektif partai politik saja. Sedangkan dalam penelitian yang nantinya 
penulis ingin lakukan adalah mencari peran dan pola sinergitas antara 
mahasiswa dengan pemerintah dalam membantu pembangunan politik di 
kabupaten Sinjai. 
B. Tinjauan Teoritis & Konseptual 
1. Fungsi Agen of Change dan Agen of Control 
Sebagai seorang terpelajar dan bagian masyarakat, maka mahasiswa memiliki 
peran yang kompleks dan menyeluruh sehingga dikelompokkan dalam tiga fungsi 
yaitu agent of change, social control and iron stock. Dengan fungsi tersebut, tentu 
saja tidak dapat dipungkiri bagaimana peran besar yang diemban mahasiswa untuk 
mewujudkan perubahan bangsa. Ide dan pemikiran cerdas seorang mahasiswa mampu 
merubah paradigma yang berkembang dalam suatu kelompok dan menjadikannya 
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terarah sesuai kepentingan bersama. Dan satu hal yang menjadi kebanggaan 
mahasiswa adalah semangat membara untuk melakukan sebuah perubahan. 
Mahasiswa sebagai calon pemimpin dan pembina pada masa depan ditantang untuk 
memperlihatkan kemampuan untuk memerankan peran itu. Mahasiswa sebagai iron 
stock berarti mahasiswa seorang calon pemimpin bangsa masa depan, menggantikan 
generasi yang telah ada dan melanjutkan tongkat estafet pembangunan dan 
perubahan. Untuk menjadi iron stock tidak cukup mahasiswa hanya memupuk diri 
dengan ilmu spesifik saja, perlu adanya soft skill lain yang harus dimiliki mahasiswa 
seperti kepemimpinan, kemampuan memposisiskan diri, interaksi lintas generasi dan 
sensitivitas yang tinggi.12 
Maka komplekslah peran mahasiswa itu sebagai pembelajar sekaligus 
pemberdaya yang ditopang dalam tiga peran: agent of change, social control, dan 
iron stock. Hingga suatu saat nanti, mahasiswa memang benar-benar mampu 
memberikan kontribusi yang jelas kepada masyarakat serta mampu membangun 
kemajuan dan kemakmuran bangsa dan negara Indonesia tercinta. Kontribusi 
mahasiswa kepada bangsa pun banyak sekali bentuknya. Prestasi akademik dan non-
akademik akan lebih bermakna bagi masyarakat Indonesia. Seperti prestasi di ajang 
internasional yang membanggakan bangsa, atau juga peran-peran lain yang langsung 
berefek pada perbaikan masyarakat. Hanya perlu mengarahkan mahasiswa saja untuk 
menyalurkan kepedulian mereka dalam jalur yang benar. Maka kemudian kita akan 
menyaksikan bahwa bangsa ini melangkah nyata menuju puncak kejayaannya, 
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dengan mahasiswa sebagai penggeraknya. Mahasiswa tak boleh lepas dari perjuangan 
untuk mengisi kemerdekaan. Mahasiswa tidak boleh hanya berkutat mengejar nilai 
bagus dan tidak memiliki kepedulian sosial. Mahasiswa haruslah terus menerus 
berjuang bersama rakyat untuk mewujudkan kedaulatannya, agar keadilan dan 
kemakmuran tumbuh subur di bumi pertiwi ini. Rakyatlah pemilik kedaulatan negara 
ini. Rakyatlah sang penentu arah kebijakan negara ini. Segala bentuk ketatanegaraan 
dan tata kelola pemerintahan haruslah mencerminkan keinginan rakyat.13 
Karena itulah, rakyat harus dilibatkan dalam segala bentuk program yang akan 
diselenggarakan oleh penguasa negeri ini. Salah satu program yang perlu pelibatan 
rakyat adalah program legislasi. Program legislasi merupakan suatu program 
perencanaan pembentukan undang-undang di tingkat pusat atau peraturan daerah di 
tingkat provinsi atau kabupaten/kota. Rakyat sebagai objek atau pihak yang akan 
diatur/dituju oleh suatu peraturan perundang-undangan haruslah dilibatkan dalam 
proses pembentukannya. Pelibatan tersebut merupakan suatu bentuk penegakan 
kedaulatan rakyat. Rakyat tidak boleh ditinggal atau bahkan dilupakan. Oleh karena 
itu, partisipasi rakyat dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan 
sangatlah penting.14 
Di era modern ini, kehidupan berbangsa dan negara semakin kompleks dan 
kondisi masyarakat semakin kompetitif dan individualistis. Hal ini menyebabkan 
hubungan antara negara dan rakyat semakin renggang. Kondisi sosial yang semakin 
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kompetitif dan individualistis tersebut telah menyebabkan manusia berlomba-lomba 
memperkaya diri dan melupakan kodratnya sebagai makhluk sosial, hal ini bisa 
dilihat dari maraknya korupsi di mana-mana. Kepercayaan rakyat kepada negara 
semakin berkurang. Rakyat berangsur-angsur mundur teratur dari kehidupaan 
berbangsa dan bernegara. Rakyat merasa dirinya bukan lagi sebagai pemilik 
kedaulatan negara ini. Hal ini bisa dilihat dari tingginya angka Golput (golongan 
putih) pada saat Pemilu (pemilihan umum). Rakyat akhirnya tidak peduli lagi 
terhadap program-program yang sedang atau akan dilakukan oleh penguasa, begitu 
juga sebaliknya, penguasa tidak tahu program-program apa saja yang benar-benar 
dibutuhkan oleh rakyat. Kerenggangan antara rakyat dan negara yang semakin 
meningkat tersebut perlu dijembatani oleh mahasiswa. Mahasiswa sebagai bagian 
dari sivitas akademik yang kesehariannya bergelut dengan ilmu pengetahuan 
diharapkan mampu berperan sebagai penyambung lidah rakyat. Karena itulah, 
pengembangan sinergitas antara mahasiswa (sebagai bagian dari rakyat) dengan 
legislatif perlu dibangun dan terus menerus dikembangkan. Jangan sampai peraturan 
perundang-undangan yang dibuat oleh legislatif tidak mengakomodasi kepentingan 
rakyat. 
Peran kaum terpelajar dalam perpolitikan Indonesia suatu keniscayaan, hal ini 
ditandai dengan munculnya berbagai asosisasi kaum muda pada masa kemerdekaan 
yang bertujuan untuk transformasi sosial. Oleh kaena itu, kaum terpelajar, khususnya 
mahasiswa merupakan komunitas inteletual yang senangtiasa menjadi agen 
perubahan. Fenomena gerakan mahasiswa dalam sejarah Indoneisa modern 





jalannya perubahan dalam masyarkat, perubahan dari kolonialisme ke Indonesia 
merdeka merupakan hasil kerja kaum terpelajar yang gelisah terhadap berbagai 
bentuk penindasan.15 
2. Mahasiswa sebagai Kekuatan Politik di Indonesia 
Keberadaan mahasiswa di tanah air, terutama sejak awal abad ke-20, dilihat 
tidak saja dari segi eksistensi mereka sebagai sebuah kelas sosial terpelajar yang akan 
mengisi peran-peran strategis dalam masyarakat. Tetapi, lebih dari itu mereka telah 
terlibat aktif dalam gerakan perubahan jauh sebelum Indonesia merdeka. Sebagai 
anak bangsa yang secara sosial mendapat kesempatan lebih dibandingkan dengan 
saudaranya yang lain, mahasiswa kemudian menjadi penggerak utama dalam banyak 
dimensi perubahan sosial politik di tanah air pada masanya. Aktivitas mahasiswa 
yang merambah wilayah yang lebih luas dari sekedar belajar di perguruan tinggi 
inilah yang kemudian populer dengan sebutan “Gerakan Mahasiswa”. 
Gerakan mahasiswa merupakan sebuah proses perluasan peran mahasiswa 
dalam kehidupan bermasyarakat. Adanya gerakan mahasiswa dengan perannya yang 
signifikan dalam perubahan secara langsung akan membongkar mitos lama di 
masyarakat, bahwa mahasiswa selama ini dianggap sebagai bagian dari civitas 
akademika yang berada di tengah-tengah masyarakat. Disinilah letak pentingnya 
sebuah gerakan dibangun, yakni untuk secara aktif dan partisipatif berperan serta 
dalam proses perubahan masyarakat ke arah yang lebih baik. Selain itu, sebuah 
gerakan yang dibangun juga akan meningkatkan daya kritis mahasiswa secara 
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keseluruhan dalam melihat berbagai persoalan yang tengah dihadapi masyarakat, baik 
dalam konteks lokal, nasional maupun internasional.16 
Sejarah menunjukkan bahwa selain aktivitas gerakan yang berupa tuntutan-
tuntutan terhadap persoalan internal sebuah perguruan tinggi, gerakan mahasiswa 
juga mampu menemukan momentum-momentum besar yang menyebabkan 
keterlibatannya dalam perubahan politik nasional menjadi sangat penting. Setelah 
gerakan pada masa pra kemerdekaan, gerakan mahasiswa tahun 1966 yang 
meruntuhkan Orde Lama dan menopang lahirnya Orde Baru hingga gerakan 
penggulingan rejim orde tersebut pada 1998 lalu menunjukkan peran mahasiswa yang 
signifikan dalam perubahan sosial politik di tanah air. Sebenarnya bangsa Indonesia 
mempunyai tradisi meromantiskan kehidupan kaum muda dan mahasiswa. Hal ini 
terlihat dari cara kita memandang sejarah modern bangsa kita, dengan membaginya 
dalam periode-periode waktu menurut momentum-momentum besar yang melibatkan 
pemuda dan mahasiswa dalam perubahan nasional. Periodisasi sejarah gerakan 
mahasiswa dan pemuda Indonesia dalam angkatan-angkatan 1908, 1928, 1945, 1966, 
dan seterusnya hingga 1998 juga bisa diartikan sebagai pengakuan terhadap peran 
sentral mahasiswa dalam perkembangan dan perubahan perjalanan bangsa. Namun 
demikian, ada tidaknya “prestasi sejarah” tersebut tidak menjadi indikator utama 
keberhasilan gerakan mahasiswa. Karena pada dasarnya, gerakan mahasiswa 
merupakan proses perubahan yang esoterik. Ia akan terwujud dalam sebuah idealisme 
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dan cita-cita gerakan dalam menciptakan sebuah masyarakat yang lebih baik dan 
lebih adil.17 
Ujung dari gerakan adalah “memanen” hasil. Panen hasil itu bisa diawali 
dengan mengembangkan jaringan dan isu gerakan. Isu diperluas bukan hanya 
melucuti kebijakan rezim tapi juga mendorong secara agresif gagsan politik alternatif. 
Sebuah gagasan yang sedini mungkin memberikan tafsiran baru atas model 
kekuasaan seperti apa yang cocok  di mas mendatang. Model inilah yang jadi 
proposal baru dari gerakan mahasiswa: sistem politik yang bekerja tidak diats harapan 
palsu tapi kepentingan praktis rakyat miskin. Tesis dasar proposal itu musti berkaca 
pada sejarah pertarungan rezim dengan kekuatan progresif  yang muncul diawal orde 
baru.18 
Secara teoritis, literatur-literatur ilmu politik menjelaskan beberapa pandangan 
yang menjadi penyebab lahirnya sebuah gerakan yang mengarah pada perubahan 
sosial. Pandangan pertama menjelaskan bahwa gerakan sosial itu dilahirkan oleh 
kondisi yang memberikan kesempatan (political opportunity) bagi gerakan itu. 
Pemerintah yang moderat, misalnya, memberikan kesempatan yang lebih besar bagi 
timbulnya gerakan sosial ketimbang pemerintahan yang sangat otoriter. Kendala 
untuk membuat gerakan di negara yang represif lebih besar dibandingkan dengan 
negara yang demokrat. Sebuah pemerintahan negara yang berubah dari represif 
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menjadi moderat terhadap oposisi, menurut pandangan ini, akan diwarnai oleh 
lahirnya berbagai gerakan sosial yang selama ini terpendam di bawah permukaan.19 
Pandangan kedua berpendapat bahwa gerakan sosial timbul karena meluasnya 
ketidakpuasan atas situasi yang ada. Perubahan dari masyarakat tradisional ke 
masyarakat modern, misalnya, dapat mengakibatkan kesenjangan ekonomi yang 
makin lebar untuk sementara antara yang kaya dan yang miskin. Perubahan ini dapat 
pula menyebabkan krisis identitas dan lunturnya nilai-nilai yang selama ini 
diagungkan. Perubahan ini akan menimbulkan gejolak di kalangan yang dirugikan 
dan kemudian meluas menjadi gerakan sosial. Pandangan ketiga beranggapan bahwa 
gerakan sosial adalah semata-mata masalah kemampuan (leadership capability) dari 
tokoh penggerak. Adalah sang tokoh penggerak yang mampu memberikan inspirasi, 
membuat jaringan, membangun organisasi, yang menyebabkan sekelompok orang 
termotivasi untuk terlibat dalam gerakan tersebut. 
Selain itu, dalam sebuah perubahan sosial, selalu ditemukan faktor-faktor 
penting yang menjadi pemicu lahirnya perubahan yang pada gilirannya menjadi 
realitas sosial baru. Perintis sains-sains sosial Islam, Dr. Ausaf Ali berpendapat 
bahwa faktor-faktor penting yang menjadi pemicu perubahan itu adalah: pertama, 
munculnya kritik terhadap realitas dan praktek sosial yang ada, yang dilakukan oleh 
mereka yang cenderung terhadap tatanan baru. Kedua, adanya paradigma baru nilai-
nilai, norma dan sistem penjelas yang berbeda; dan ketiga, partisipasi sosial yang 
dipilih oleh mereka yang cenderung dengan tatanan baru tersebut dalam 
mentransformasikan masyarakatnya. Faktor-faktor penting tersebut dapat kita lihat 
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dalam sejarah Renaisance di Eropa, lahirnya Marxisme dan Sosialisme di Eropa 
Timur, dan terutama sekali sejarah perjuangan nabi-nabi, serta berbagai perubahan 
sosial mutakhir yang melibatkan para mahasiswa.20 
3. Konsep Kebijakan Publik 
Secara umum isitilah kebijakan dan kebijaksanaan seringkali dipergunakan 
secara bergantian. Kedua istilah ini terdapat benyak kesamaan dan sedikit perbedaan, 
sehingga tak ada masalah yang berarti bola kedua istilah itu dipergunakan secara 
bergantian. Pengertian istilah kebijakan juga terdapat dalam kamus besar bahasa 
Indonesia yaitu Kebijakan : kepandaian ; kemahiran.21 
Kebijakan (Policy) adalah suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh 
seorang pelaku atau kelompok politik, dalam usaha memilih tujuan dan cara untuk 
mencapai tujuan itu. Pada prinsipnya, pihak yang membuat kebijakan-kebijakan itu 
mempunyai kekuasaan untuk melaksanakannya. Para sarjana melaksanakan aspek 
kebijakan umum menganggap bahwa setiap masyrakat mempunyai beberapa tujuan 
bersama. Cita-cita bersama ini ingin dicapai melalui usaha bersama, dan untuk itu 
perlu ditentukan rencana-rencana yang mengikat, yang dituang dalam 
kebijakan(policies) oleh pihak yang berwenang, dalam hal ini pemerintah. Berikut ini 
ada beberapa definisi: 
1. Hoogerwerf: Objek dari ilmu politik adalah kebijakan pemerintah, proses 
terbentuknya, serta akibat-akibatnya. Yang dimaksud dengan kebijakan 
umum disini menurut Hoogewerf ialah, membangun masyarakat secara 
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terarah melalui pemakaian kekuasaan (doelbewuste vormgeving aan de 
samenleving door middel van machtsuitoefening). 
2. David Easton: Ilmu Poltik adalah studi mengenai terbentuknya kebijakan 
umum. David Easton dalam buku The Political System menyatakan, 
kehidupan politik mencakup bermacam-macam kegiatan yang 
mempengaruhi kebijakan dari pihak yang berwenang, yang diterima untuk 
suatu masyarakat, dan yang mempengaruhi cara untuk melaksanakan 
kebijakan itu. Kita berpartisipasi dalam kehidupan politik jika aktifitas 
kita ada hubungannya  dengan pembuatan dan pelaksanaan kebijakan 
untuk suatu masyarakat.22 
Ada bebebagai defenisi tentang kebijakan publik yang dikemukakan oleh 
beberapa ahli. Misalnya yang dikemukakan oleh Heinz Eulau dan Kenneth Prewitt, 
yang dikutip oleh Agustino mendefinisikan kebijakan publik sebagai : “keputusan 
tetap yang dicirikan dengan konsisten dan pengulangan (repetisi) tingkah laku dari 
mereka yang membuat dan dari mereka yang mematuhi keputusan tersebut. Dye yang 
dikutip Agustino mengatakan bahwa, “kebijakan public adalah apa yang dipilih oleh 
pemerintah untuk dikerjakan atau tidak dikerjakan”. Melalui defenisi ini kita dapat 
memeahami bahwa terdapat perbedaan antara apa yang akan dikerjakan pemerintah 
dan apa yang sesungguhnya harus dikerjakan oleh pemerintah.23 
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Kebijakan publik sebagai produk politik yang dilahirkan dalam sistem sosial 
politik yang semakin demokratis, yang seharusnya memiliki kualitas yang lebih baik 
dari sebelumnya, tidak harus linier logikanya, karena tidak sedikit produk kebijakan 
masa lalu yang juga tergolong baik dan masih diberlakukan hingga sekarang. Bukan 
karena anomali dan kondisi yang paradoksal ketika kebijakan yang dilahirkan dalam 
sistem demokratis itu isi dan substansinya dianggap buruk atau bahkan lebih buruk 
dibandingkan kebijakan serupa yang dihasilkan oleh sistem yang dianggap lebih 
buruk dari yang ada sekarang, karena sekali lagi komponen-komponen yang 
menjalankan dan menjadi bagian sistem tersebut adalah manusia atau makhluk sosial 
dan bukannya benda mati. Diperlukan banyak syarat untuk menjadikan sebuah sistem 
yang baik menghasilkan sesuatu yang baik dan berkualitas. 
Kebijakan publik adalah produk politik, sehingga unsur unsur politik ikut 
mewarnai kebijakan yang dihasilkan. Menjadi persoalan jika warna politik itu tidak 
proporsional, misalnya didominasi oleh warna dan kepentingan tertentu atau hasil 
‘dagang sapi’, sehingga muncul warna dominan di pasal tertentu dan warna dominan 
lain dan pasal yang lain. Sebagai produk politik, memang sarat dengan kepentingan 
politik golongan atau kelompok, namun proporsionalitas kepentingan dan harmoni 
menjadi sesuatu yang sangat penting diperhatikan untuk menghasilkan kebijakan 
yang baik. Kebijakan yang baik bukan sebuah kebijakan yang dihasilkan dengan 
suara mayoritas sederhana (50 +1), bukan pula dengan mayoritas mutlak atau 
aklamasi karena ia hanya cara untuk mengambil keputusan. Kebijakan yang baik 
adalah kebijakan yang diambil melalui sebuah sistem yang yang baik dan proses yang 





dalam arti politik dagang sapi, maka sejak dilahirkan kebijakan itu telah membawa 
cacat bawaan atau menciptakan sejumlah lubang jebakan (loopholes). 
Fenomena demikian sangat dirasakan oleh sebagian orang Indonesia 
setidaknya di awal-awal reformasi dimana masyarakat melihat produk akhir sebuah 
kebijakan sebagai produk ‘dagang sapi’ atau kompromi politik dalam perspektif 
jangka pendek. Dengan kebijakan publik yang dihasilkan, meskipun semua itu 
disebabkan oleh banyak faktor bukan hanya soal isi kebijakan tetapi juga faktor lain 
yang sangat kompleks.24 
Meskipun terdapat bebagai defenisi kebijakan negara (Publik policy), seperti 
yang telah dikemukakan sebelumnya, bahwasanya dalam setiap kebijakan pasti 
membutuhkan orang-orang sebagai perencanaan atau pelaksaan kebijakan maupun 
objek dari kebijakan itu sendiri. Kebijakan publik dibaca dalam lingkar otoritas 
Negara, persoalan yang muncul selama ini disebabkan oleh kompetensi aparat yang 
tidak memadai atau juga pilihan agenda setting yang kurang tepat. 
Sebagaimana Islam juga menyuruh seorang pemimpin untuk tidak melalaikan 
tugas dan kewajibanya  serta mengurusi kebutuhan masyarakat, sebagaiaman hadits 
berikut: 
ا nِِاMَlَ dِP ٍر\Oََy }َwْ Wََtْlَ َد\Hَ ٍد\َyِز }َwْ ِﷲ َNَْsHُ ﱠَنأ }ِOََ_ْا }ِHَ ٍر\Oََy }ِwْ Wَِtْlَ ُyْِَ َت\lَ ْيِﱠ_
 ْRiَُر }ْlِ ُnُhtْTِiَ \ًyْِَ َُ ﱢَlُ dﱢ~ِإ : Wٌَtْlَ ُnَ_ َل\ََP ,nِNِْP َi bَﱠSiََو nِNَْSHَ ُﷲ dﱠSَ ِﷲ ِل ﱠِsﱠk_ا  ُtْTِ
 ﱠzِا ¡ٍَNْ¢َِkِw \َ]£ْَُy bَْSَP َ¡ﱠNHَِر ُﷲ ُه\HَMَْhiْا ٍsْHَ }ْlِ \lَ : ُلRُْَy bَﱠSiََو nِNَْSHَ ُﷲ dﱠSَ ْbَ_ َ¡َِ¥اَر ْ¦َِy 
 ِ¡ﱠk¦َ_ْا 
Artinya:  
                                                           





 “Dari Al-Hasan, bahwa Ubaidillah bin Ziyad menjenguk ma’qal  Yasar r.a 
ketika ia sakit yang menyebabkan kematianya, maka ma’qal berkata kepada 
Ubaidillah bin Ziyad: aku akan  akan menyampaikan kepadamu suatu hadits 
yang aku dengar dari Rosululloh SAW. aku telah mendengar Nabi SAW. 
Bersabda : "Tiada seorang hamba yang diberi amanat rakyat oleh Allah swt. 
Lalu ia tidak memeliharanya denga baik, melainkan Allah tidak akan 
merasakan padanya harum surga (melainkan tidak mendapat bau surga)". 
(HR. Bukhari dan Muslim)25 
 
Kondisinya lebih parah jika yang terjadi adalah sebuah anarkhi atas nama 
demokrasi dan atau demokrasi prosedural yang lebih dikedepankan dimana ia lebih 
menonjolkan soal jumlah atau kuantitas dan bukan kualitas dan sebagainya, maka 
tidak ada jaminan bahwa kebijakan publik yang dihasilkan adalah lebih baik 
dibandingkan sebelumnya jika dikaitkan dengan pencapaian tujuan dalam arti 
efektifitas dan efisiensinya. Bisa jadi sebaliknya, bahwa kebijakan yang lahir sebagai 
produk sistem demokrasi justru semakin menjauhkan dari tujuan yang hendak 
dicapai. Webster, merumuskan bahwa to implement (mengimplementasikan) berarti 
to provide the means for carryingout (menyediakan sarana untuk melaksanakan 
sesuatu), to give practicia effect to (menimbulkan dampak atau akibat terhadap 
sesuatu). Pengertian tersebut mempunyai arti bahwa untuk mengimplementasikan 
sesuatu harus disertakan sarana yang mendukung yang nantinya akan menimbulkan 
dampak atau akibat terhadap sesuatu itu. Dari penjelasan tersebut, sebenarnya 
kebijakan itu hanya dirumuskan lalu dibuat dalam suatu bentuk positif seperti 
undang-undang dan kemudian didiamkan dan tidak dilaksanakan atau 
                                                           






diimplementasikan, tetapi sebuah kebijakan harus dilaksanakanatau 
diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan. 
Implementasi kebijakan adalah hal yang paling berat, karena disini masalah-
masalah yang kadang tidak dijumpai didalam konep, muncul dilapangan. Selain itu, 
ancaman utama, adalah konsistensi implementasi. Di bawah ini akan dijelaskan 
secara singkat beberapa teori implementasi kebijakan. Implementasi kebijakan dapat 
dikatakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu 
aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang 
sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri. Keberhasilan suatu 
implementasi kebijakan dapat diukur atau dilihat dari proses dan pencapaian tujuan 
hasil akhir (output), yaitu : tercapai atau tidaknya tujuan-tujuan yang ingin diraih. 
Berikut akan dijelaskan mengenai konsep Implementasi yang di paparkan oleh 
beberapa ahli diantaranya : 
1. Sementara Budi Winarno, yang mengatakan bahwa implementasi kebijakan 
dibatasi sebagai menjangkau tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-
individu pemerintah dan individu-individu swasta (kelompok-kelompok) yang 
diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam 
keputusan-keputusan kebijaksanaan sebelumnya. 
2. Adapun makna implementasi menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul 
Sabatier sebagaiamana dikutip dalam buku Solihin Abdul Wahab, 
mengatakan bahwa, yaitu: “Implementasi adalah memahami apa yang 
senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan 





kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-
pedoman kebijaksanaan Negara yang mencakup baik usaha-usaha untuk 
mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata 
pada masyarakat atau kejadian-kejadian.26 
Dari  pandangan kedua ahli  diatas dapat dikatakan bahwa suatu proses 
implementasi kebijaksanaan itu sesungguhnya tidak hanya menyangkut perilaku 
badan-badan adminstratif yang bertanggung jawab untuk melaksanakan suatu 
program yang telah ditetapkan serta menimbulkan ketaatan pada diri kelompok 
sasaran, melainkan pula menyangkut jaringan kekuatan-kekuatan poltik, ekonomi, 
dan social yang secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi segala 
pihak yang terlibat, sekalipun dalam hal ini dampak yang diharapkan ataupun yang 
tidak diharapakan. Dalam buku Budi Winarno membatasi implementasi kebijakan 
sebagai  tindakan-tindakan  yang  dilakukan  individu-individu  (kelompok- 
kelompok) pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan 
yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan sebelumnya. Micahel Howlet dan 
M. Ramesh dalam buku Subarsono, bahwa: “implementasi kebijakan adalah proses 
untuk melakukan kebijakan supaya mencapai hasil.”27 
Dari defenisi diatas dapat diketahui bahwa implementasi kebijakan terdiri dari 
tujuan atau sasaran kebijakan, aktivitas, atau kegiatan pencapaian tujuan, dari hasil 
kegiatan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa implementasi merupakan suatu proses 
yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, 
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sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau 
sasaran kebijakan itu sendiri. Keberhasilan suatu implementasi kebijakan dapat 
diukur atau dilihat dari proses dan pencapaian tujuan hasil akhir (output), yaitu : 
tercapai atau tidaknya tujuan-tujuan yang ingin diraih. 
4. Pembangunan Politik 
Istilah ‘pembangunan’ dapat didefinisikan mengandung pengertian adanya 
suatu situasi yang berkembang, atau suatu perkembangan kepribadian seseorang, 
untuk memperlihatkan sedikit lebih banyak daripada sekedar proses yang 
berlangsung, meski sulit untuk membayangkan pola umum yang menjelaskan setiap 
proses perkembangan. Istilah pembangunan yang longgar ini menurut C.H Dodd, 
dikutip Eddy Kurniawan (1991: 104), yang lebih mempersamakan pembangunan 
dengan perubahan semata, barangkali terletak pada definisi pembangunan politik 
yang dipandang sebagai usaha pencarian kemampuan umum belajar, dan 
memperbaiki tingkah laku melalui proses ini. Lebih lanjut Dadd mengatakan 
‘pembangunan di lain pihak dapat diartikan sebagai kemajuan kearah tujuan yang 
lebih luas, atau kemajuan ke arah yang ditentukan oleh agen, atau oleh diri sendiri. 
Langkah-langkah pembangunan politik akan mempengaruhi pula perkembangan 
sistem-sistem politik yang beralaku di berbagai Negara, sementara Gabriel Almond, 
menggariskan penilainnya, bahwa ciri-ciri sistem politik yang maju ada pada 
masyarakat pada masyarakat modern, sedangkan ciri-ciri sistem politik tidak maju 
ada pada masyarakat tradisional. 
Untuk memahami konsep pembangunan politik, Lucian W. Pye dalam 





pembangunan politik yang dibuat oleh para ahli ataupun orang awam. Sepuluh 
definisi tersebut yaitu: 
1. Pembangunan politik sebagai prasarat politik bagi pembangunan ekonomi, 
2. Pembangunan politik sebagai ciri khas kehidupan politik masyarakat industry. 
3. Pembangunan politik sebagai modernisasi politik. 
4. Pembangunan politik sebagai operasi negara-bangsa. 
5. Pembangunan politik sebagai pembangunan administrasi dan hukum. 
6. Pembangunan politik sebagai mobilisasi dan partisipasi massa. 
7. Pembangunan politik sebagai pembinaan kehidupan demokrasi. 
8. Pembangunan politik sebagai stabilitas dan perubahan teratur. 
9. Pembangunan politik sebagai mobilisasi dan kekuasaan. 
10. Pembangunan politik sebagai satu segi proses perubahan sosial yang 
multidimensi.28 
Dari sepuluh konsep tersebut, Lucian W. Pye merumuskan tiga ciri pokok 
yang berkaitan dengan pembangunan politik. Ciri pokok yang pertama adalah adanya 
semangat mencapai persamaan (equality). Dalam hal ini pembangunan politik 
berhubungan dengan penyelesaian masalah partisipasi masyarakat dalam kegiatan 
politik. Selain itu, persamaan juga dapat dihubungkan dengan hukum yang bersifat 
universal dan berlaku untuk semua golongan masyarakat. Selanjutnya ciri pokok 
yang kedua berkaitan dengan kapasitas dari suatu sistem politik. Kapasitas sistem 
yang dimaksud berkaitan dengan kemampuan sistem untuk mempengaruhi berbagai 
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aspek kehidupan mayarakat, efektifitas dan dan efisiensi pelaksanaan kebijakan, dan 
perencanaan yang berpedoman pada pemikiran yang sistematis. Ciri pembangunan 
politik yang terakhir adalah diferensiasi dan spesialisasi struktur serta fungsi jabatan-
jabatan dan badan-badan pemerintahan. Sehingga jabatan-jabatan dan badan-badan 
pemerintahan memiliki fungsinya masing-masing yang tersendiri dan terbatas serta 
adanya integrasi di dalam pemerintahan. 
Ketiga ciri pembangunan politik menurut Lucian W. Pye memiliki kesamaan 
dengan ciri pokok proses modernisasi politik menurut Claude E. Welch, yakni: 
1. Peningkatan pemusatan kekuasaan pada negara, dibarengi dengan 
penurunan sumber-sumber wewenang kekuasaan tradisional. 
2. Diferensiasi dan spesialisasi lembaga-lembaga politik. 
3. Peningkatan partisipasi rakyat dalam politik. Dengan kata lain jika kita 
memahami konsep modernisasi, maka kita juga dapat memahami konsep 
pembangunan politik.29 
Modernisasi menurut Lucian W. Pye adalah penyebaran sebuah kebudayaan 
yang ia sebut sebagai “kebudayaan dunia”. Dalam hal politik, modernisasi dapat 
diartikan sebagai mendiferensiasikan struktur-struktur politik yang baru, perluasan 
partisipasi politik, pertumbuhan nasionalisme dan sebagainya. Tujuannya 
modernisasi dalam bidang politik adalah untuk membangun sebuah kerangka institusi 
yang tidak kaku namun kuat agar dapat memenuhi tuntutan-tuntutan yang diajukan 
kepada mereka. 
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Agar modernisasi dapat terjadi, Myron Weiner mensyaratkan adanya 
pertumbuhan ilmu pengetahuan baru. Oleh karena itu diperlukan orang-orang yang 
memiliki kemampuan yang selalu meningkat agar dapat memahami rahasia alam dan 
menerapkan pengetahuan barunya tersebut. Orang-orang tersebut biasa disebut 
sebagai masyarakat modern. Dalam tulisnnya Myron Weiner menjelaskan bahwa 
masyarakat modern adalah masyarakat yang memiliki sikap-sikap modern, antara 
lain: bersedia menerima gagasan-gagasan baru dan metode-metode baru; selalu siap 
untuk menyatakan pendapat; mementingkan masa kini dan masa depan daripada masa 
lalu; teliti mengenai waktu; memiliki fokus terhadap perencanaan, pengorganisasian, 
dan efisiensi; memandang dunia sebagai hal yang dapat dihitung; memiliki keyakinan 
akan kemampuan ilmu dan teknologi; dan percaya akan keadilan distributif.30 
Mengacu pada beberapa rumusan teoritis di atas, maka dinamika keterlibatan 
mahasiswa dalam setiap momen perubahan sosial politik sangat bervariasi, 
tergantung pada kondisi obyektif yang ada. Dalam sistem politik nasional yang 
otoriterianistik, seperti Indonesia pada jaman Orde Baru, gerakan mahasiswa 
cenderung sulit menemukan bentuknya yang heroik. Hal ini bisa dipahami sebagai 
konsekuensi dari upaya sebuah rejim otoriter untuk membungkam setiap gerakan 
yang berseberangan dengan kekuasaan, termasuk gerakan mahasiswa.  
Peta kekuatan perubahan di Indonesia terbagi menjadi tiga bagian, yaitu: 
1. Golongan Elite, Golongan elite ini terdiri dari orang-orang yang mengisi jabatan 
dipemerintahan berserta politisi. 
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2. Golongan Menengah, Golongan menengah ini terdiri dari mahasiswa. budayawan, 
dosen. 
3. Golongan Bawah, Golongan bawah itu terdiri dari tukang ojek, petani, buruh, 
nelayan, dan pedagang kaki lima.31 
Mahasiswa merupakan kluster golongan menengah yang tentu saja memiliki 
peran penting dalam 3 aspek intelektualitas peta kekuatan di Indonesia. Dalam 
pandangannya, mahasiswa bisa difungsikan jembatan penghubung atau penyambung 
aspirasi dari golongan bawah kepada para aparatur serta pejabat Negara yang 
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- Pembangunan Politik sebagai 
Pembangunan Administrasi  & Hukum 
- Pembangunan Politik sebagai Mobilisasi 
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Berdasarkan judul penelitian maka metode penelitian yang di gunakan oleh 
peneliti, yaitu: 
A. Jenis Penelitian. 
Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang bersifat kualitatif. Penelitian 
kualitatif adalah suatu pendekatan yang juga disebut pendekatan  investigasi karena 
biasanya peneliti mengumpulkan data secara bertatap muka langsung dan berinteraksi 
dengan orang-orang di tempat penelitian..32 
Penelitian deskriptif merupakan penggambaran suatu fenomena sosial dengan 
variabel pengamatan secara langsung yang sudah ditentukan secara jelas sistematis, 
faktual, akurat dan spesifik. Penelitian deskriptif dan kualitatif lebih menekankan 
pada keaslian tidak bertolak dari teori melainkan dari fakta yang sebagai mana 
adanya di lapangan atau dengan kata lain menekankan pada kenyataan yang benar-
benar terjadi pada suatu tempat atau masyarakat tertentu. 
B. Tehnik Pengumpulan Data 
Metode pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan dua teknik yaitu: 
a) Observasi 
Observasi atau pengamatan dapat didefinisikan sebagai perhatian yang 
terfokus terhadap kejadian, gejala, atau sesuatu. Penelitian harus mendapatkan sendiri 
informasi atau data melalui pengamatan terhadap gejala-gejalanya secara sendiri, atau 
                                                           





melalui pengamatan terhadap orang lain yang sudah dilatih peneliti  terlebih dahulu 
untuk tujuan tersebut.33 
Observasi dilakukan secara langsung di lapangan untuk mengetahui hal yang 
berhubungan dengan masalah penelitian ini yang dimaksudkan untuk mengetahui 
objektivitas dari kenyataan yang ada, tentang keadaan dan kondisi objek yang diteliti. 
Penggunaan teknik observasi ini dimaksudkan untuk mengungkap fenomena yang 
tidak di peroleh melalui wawancara pada penelitian yang akan dilakukan di 
kabupaten Sinjai. Dalam observasi ini Ikatan Keluarga Mahasiswa Sinjai ditempatkan 
sebagai salah satu kekuatan politik dan menjadikan pemeritah daerah Sinjai sebagai 
objek penelitian yang nantinya penulis akan menguraikan bagaimana peran 
mahasiswa dan pola yang terbangun antara mahasiswa dan pemerintah daerah. 
b) Wawancara 
Wawancara adalah pertemuan antara peneliti dan informan, dimana jawaban 
informan akan menjadi data mentah. Secara khusus, wawancara juga merupakan 
metode bagus untuk pengumpulan data tentang subjek kontemporer yang belum 
dikaji  secara ekstensif dan tidak banyak literatur yang membahasnya.34 
Wawancara dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mengumpulkan 
keterangan. Untuk itu maka model wawancara yang akan digunakan dalam penelitian 
ini adalah wawancara terstruktur dan akan digunakan dalam penelitian ini adalah 
wawancara terstruktur, wawancara tidak terstruktur dan wawancara mendalam. 
 
                                                           
33Emzir. Metode Penelitian Kualitatif: Analisis Data. (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h.37-38 





1. Wawancara terstruktur 
Model wawancara terstruktur dimaksudkan disini adalah dimana peneliti 
menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang telah disusun sebelumnya berbentuk 
pedoman wawancara, walaupun tidak harus diikuti secara sistematis, tetapi 
pertanyaan-pertanyaan tersebut dijadikan sebagai pedoman dalam wawancara yang 
dapat berkembang dilapangan. Untuk wawancara terstruktur dilakukan pada 
Pemerintah Kab. Sinjai dalam hal ini di kepala bagian hukum sebagai pembuat 
peraturan daearah yang ada di kab Sinjai, anggota DPRD Kab. Sinjai, dan mahasiswa. 
2. Wawancara tidak terstruktur 
Model wawancara tidak terstruktur, pertanyaan tidak disusun secara 
sistematis, akan tetapi pertanyaan bersifat situasional. Dalam prakteknya kedua model 
wawancara tersebut pada umumnya tidak dibatasi semata pada gejala yang akan 
diamati. Oleh karena itu, wawancara tidak terstruktur ditujukan pada masyarakat. 
3. Wawancara mendalam 
Dalam suatu topik tertentu. Wawancara merupakan alat mengecek ulang atau 
pembuktian Wawancara adalah merupakan pertemuan antara dua orang untuk 
bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat dikontruksikan makna 
terhadap informasi atau keterangan yang diperoleh sebelumnya dan juga merupakan 
teknik komunikasi langsung antara peneliti dan sampel (responden). 
Teknik ini biasanya melekat erat dengan penelitian kualitatif. Wawancara 
mendalam (in–depth interview) adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan 
penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan 





wawancara di mana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang 
relatif lama. Keunggulannya ialah memungkinkan peneliti mendapatkan jumlah data 
yang banyak, sebaliknya kelemahan ialah karena wawancara melibatkan aspek emosi, 
maka kerjasama yang baik antara pewawancara dan yang diwawancari sangat 
diperlukan. 
C. Teknik Analisis Data 
Setelah data terkumpul, kemudian melakukan pengolahan data tersebut yang 
disesuaikan dengan kebetuhan analisis yang dikerjakan. Proses awal pengolahan data 
itu dimulai dengan melakukan editing setiap data masuk. Setelah proses editing  
dilakukan proses coding, yaitu mengklasifikasikan jawaban informan menurut 
macam-macamnya. Dalam proses penelitian setelah data yang dikumpulkan dan 
diperoleh tahap berikutnya yang penting adalah melakukan analisis.35 Dalam teknik 
analisis data, tidak semata-mata menguraikan, melainkan juga memberikan 









                                                           





HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN 
 
A. Gambaran Umum Kabupaten Sinjai 
1. Sejarah Kabupaten Sinjai 
Kabupaten Sinjai adalah salah satu Daerah Tingkat II di provinsi Sulawesi 
Selatan, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di Balangnipa. Kota Sinjai berjarak 
sekitar ±220 km dari Kota Makassar. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 
819,96 km2 dan berpenduduk sebanyak kurang lebih 228.879 jiwa. 
Kabupaten Sinjai mempunyai nilai historis tersendiri, dibanding dengan 
kabupaten-kabupaten yang di Provinsi Sulawesi Selatan. Dulu terdiri dari beberapa 
kerajaan-kerajaan, seperti kerajaan yang tergabung dalam federasi Tellu Limpoe dan 
Kerajaan – kerajaan yang tergabung dalam federasi Pitu Limpoe. Tellu limpoe terdiri 
dari kerajaan-kerajaan yang berada dekat pesisir pantai yakni Kerajaan Tondong, 
Bulo-bulo dan Lamatti, serta Pitu Limpoe adalah kerajaan-kerajaan yang berada di 
daratan tinggi yakni Kerajaan Turungen, Manimpahoi, Terasa, Pao, Manipi, Suka dan 
Bala Suka. Watak dan karakter masyarakat tercermin dari system pemerintahan 
demokratis dan berkedaulatan rakyat. Komunikasi politik di antara kerajaan-kerajaan 
dibangun melalui landasan tatanan kesopanan Yakni Sipakatau yaitu Saling 
menghormati, serta menjunjung tinggi nilai-nilai konsep “Sirui Menre’ Tessirui No’ 
yakni saling menarik ke atas, pantang saling menarik ke bawah, mallilu sipakainge 
yang bermakna bila khilaf saling mengingatkan. Sekalipun dari ketiga kerajaan 





pelaksanana roda pemerintahan tetap berjalan pada wilayahnya masing-masing tanpa 
ada pertentangan dan peperangan yang terjadi di antara mereka. 
Bila ditelusuri hubungan antara kerajaan-kerajaan yang ada di kabupaten 
Sinjai pada masa lalu, maka nampaklah dengan jelas bahwa ia terjalin dengan erat 
oleh tali kekeluargaan yang dalam Bahasa Bugis disebut SIJAI artinya sama 
jahitannya. Eksistensi dan identitas kerajaan-kerajaan yang ada di Kabupaten Sinjai 
pada masa lalu semakin jelas dengan didirikannya Benteng pada tahun 1557. Benteng 
ini dikenal dengan nama Benteng Balangnipa, sebab didirikan di Balangnipa yang 
sekarang menjadi Ibukota Kabupaten Sinjai. Disamping itu, benteng ini pun dikenal 
dengan nama Benteng Tellulimpoe, karena didirikan secara bersama-sama oleh 3 
(tiga) kerajaan yakni Lamatti, Bulo-bulo, dan Tondong lalu dipugar oleh Belanda 
melalui perang Manggarabombang. Agresi Belanda tahun 1559 – 1561 terjadi 
pertempuran yang hebat sehingga dalam sejarah dikenal nama Rumpa’na 
Manggarabombang atau perang Mangarabombang, dan tahun 1559 Benteng 
Balangnipa jatuh ke tangan belanda. Tahun 1861 berdasarkan Surat Keputusan 
Gubernur Sulawesi dan Daerah, takluknya wilayah Tellulimpoe Sinjai dijadikan satu 
wilayah pemerintahan dengan sebutan Goster Districten. Tanggal 24 Februari 1940, 
Gubernur Grote Gost menetapkan pembangian administratif untuk daerah timur 
termasuk residensi Celebes, di mana Sinjai bersama-sama beberapa kabupaten 
lainnya berstatus sebagai Onther Afdeling Sinjai terdiri dari beberapa adats 
Gemenchap. Setelah Proklamasi Kemerdekaan 1945 yakni tanggal 20 Oktober 1959 
Sinjai resmi menjadi sebuah kabupaten berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 29 





Kepala Daerah Tingak II Sinjai yang Pertama. Hingga saat ini Kabupaten Sinjai telah 
dinahkodai oleh 8 (delapan) orang putra terbaik dan saat ini Kabupaten Sinjai 
dipimpin oleh Bapak H. Sabirin Yahya, S.Sos.36 
2. Visi Kabupaten Sinjai 
Terwujudnya Sinjai Bersatu yang sejahtera, unggul dalam kualitas hidup, 
terdepan dalam pelayanan publik. 
Penjelasan Visi tersebut adalah : 
1. Sinjai Bersatu yang sejahtera adalah dengan semangat persatuan dan keputusan 
serta kebersamaan membangun kebutuhan dasar dengan tingkat pertumbuhan 
ekonomi yang tinggi melalui pemanfaatan daerah yang berwawasan lingkungan; 
2. Unggul dalam kualitas hidup adalah masyarakat Sinjai terdepan dalam pendidikan, 
kesehatan dan rukun dalam hidup beragama serta rukun dan damai dalam berbagai 
aspek kehidupan; 
3. Terdepan dalam pelayanan publik adalah masyarakat Sinjai mendapatkan jaminan 
pelayanan cepat, tepat dan terbaik dalam dukungan kualitas birokrasi yang handal, 
manajemen tata kelola pemerintahan yang baik, serta pelayanan dari aparatur yang 
bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. 
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3. Misi Kabupaten Sinjai 
1. Meningkatkan produktifitas dan pendapatan masyarakat melalui kebijakan 
ekonomi kerakyatan dan peningkatan infrastruktur pedesaan dan perkotaan. 
2. Meningkatkan sumber daya manusia dalam berbagai aspek kehidupan. 
3. Mewujudkan manajemen pemerintahan yang profesional, kepemimpinan yang 
profesional, kepemimpinan yang amanah dan pelayanan publik yang berkualitas. 
4. Strategi Kebijakan Umum Kabupaten Sinjai 
Untuk mewujudkan visi dan misi, maka ada beberapa strategi dan arah 
kebijakan 5 tahun kedepan. Selain dari visi dan misi, juga telah dibuat kunci pokok 
sebagai dasar dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan 
pembinaan kemasyarakatan Sinjai yakni LIMA ABDI disebut juga PANCA ABDI 
artinya sebagai calon Bupati pada saat terpilih menjadi abdi bagi masyarakat untuk 
menjalankan sebagai berikut : 
1. Mengabdi untuk masyarakat membangun bidang agama 
2. Mengabdi untuk masyarakat membangun bidang pendidikan 
3. Mengabdi untuk masyarakat membangun bidang kesehatan 





5. Mengabdi untuk masyarakat membangun bidang infrastruktur37 
5. Arah Kebijakan Umum Kabupaten Sinjai 
1. Menumbuhkan ekonomi kerakyatan melalui fasilitas permodalan, penguatan 
kelembagaan perekonomian dalam hal menata ulang system birokrasi yang mudah 
dan murah serta pelayanan yang cepat pada lembaga seperti koperasi, KUD atau 
lembaga lainnya yang resmi yang diakui oleh pemerintahan. Peningkatan produksi 
dan mutu produksi pada : 
• Sektor pertanian tanaman pangan, dengan penyediaan sarana dan prasarana 
seperti peningkatan/pembangunan irigasi atau sumber mata air dengan 
kelengkapan peralatan dengan sarana produksi seperti bibit unggul, puput 
berimbang serta obat-obatan pertanian serta pengaktifan tenaga-tenaga 
penyuluh teknik pertanian (PPL) sebagai motor penggerak bagi petani dengan 
kemampuan pengetahuan teknis yang dipadukan dengan pengalaman petani. 
• Sektor perkebunan dan kehutanan mengembangkan berbagai jenis tanaman 
perkebunan yang disesuaikan dengan kondisi tanah wilayah pengembangan 
seperti, lada (merica), kakao (coklat), cengkeh, dan tanaman lainnya yang 
berkualitas ekspor termasuk pengembangan tanaman buah-buahan yang sudah 
dikembangkan oleh masyarakat, sekarang sektor kehutanan tetap akan 
mendukung program nasional tentang pelestarian kawasan hutan lindung 
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disamping mengembangkan system hutan konversi (tebang tanam) dengan 
mengembangkan pelestarian tanaman rotan dan damar yang memberikan nilai 
manfaat terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat. 
• Sektor peternakan, melakukan bimbingan peternakan melalui dinas yang 
terkait dengan tetap mengembangkan ternak tradisional ini tetap 
dikembangkan system peternakan yang modern yaitu insimedasi bibit melalui 
Dinas Peternakan sehingga kebutuhan konsumsi masyarakat dapat juga 
memberikan pasokan ekspor ternak. 
• Sektor Perikanan Laut dan Darat, Kabupaten Sinjai merupakan geografi 
daerah yang sangat berpotensi mengembangkan sektor perikanan pada 2 jenis 
perikanan yaitu perikanan laut dan periakanan darat. Pada jenis perikanan laut 
yang sangat memberikan masukan pada PAD melalui retribusi, patut kalau 
sektor ini menjadi perhatian serius tentang pengembangannya, sehingga kami 
akan memprogramkan system budi daya dari berbagai jenis hasil laut. 
Misalkan budidaya ikan kerapu dengan budidaya keramba di Pulau Sembilan, 
budidaya rumput laut di pesisir Kecamatan Sinjai Timur dan Kecamatan 
Pulau Sembilan dan disamping budidaya ini juga nelayan penangkap ikan 
tongkol dan sejenisnya tetap diberi pembinaan dan fasilitas. Misalkan 
pembutas cortorice (sistem pembekuan ikan) untuk menampung ikan sehingga 
harga ikan tangkapannelayan tidak mengalami penurunan yang tidak 
seimbang dengan biaya tangkapan nelayan pada saat musim ikan dan 





musim pancaroba, sedangkan perikanan darat tetap dilestarikan dengan 
bududaya bibit ikan bandeng (Bolu) dan budidaya iakan air tawar seperti ikan 
mas, karper, dan ikan lele dan khusus kelompok nelayan budidaya ini akan 
difasilitasi dengan alat komunikasi seperti laptop agar bisa berkomunikasi 
melalui internet tentang sistem budidaya di daerah lain dan bagi nelayan yang 
masih mempergunakan perahu sampan tanpa motor akan diberikan bantuan 
perahu motor. Hal ini dimaksudkan agar perkembangan wilayah penangkapan 
tidak hanya di pinggir laut dan sungai dengan demikian nilai produksinya 
bertambah, daya belinya meningkat sehingga kesejahteraan dinikmati sesuai 
kebutuhan. 
2. Membuka komunikasi dan menciptakan situasi nyaman bagi dunia usaha untuk 
berinvestasi, memberi peluang kemudahan rasa aman bagi investor, baik lokal 
maupun nasional dan internasional untuk bekerja sama dalam menanamkan 
modalnya. 
3. Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana infrastruktur perekonomian antar 
Desa dan Desa, anatara Desa dan Kecamatan dan Kabupaten, dalam hal perbaikan, 
pemeliharaan dan pembangunan jalan, jembatan, pasar, irigasi, pasar dan yang lain 
berkaitan dengan kebutuhan dasar masyarakat. 
4. Mendorong peningkatan kualitas hidup masyarakat dalam penyelenggaraan 






• Bidang Agama 
Menerapkan metode baca tulis Al'Quran di setiap tingkatan pendidikan di 
Kabupaten Sinjai dengan pendekatan bidang studi lokal, demikian pula kelompok-
kelompok masyarakat. Misalnya kader PKK, Kader Karang Taruna, dan kelompok 
pengajian dan setiap lembaga SKPD dianjurkan terbentuk kelompok pengajian dan 
untuk memberikan semangat terhadap program ini akan diberikan bantuan naik haji / 
umroh setiap tahunnya dalam bentuk undian terhadap : 
- Petani kategori berprestasi 
- Nelayan kategori berprestasi 
- Pedagang ekonomi lemah 
- Kepala Dusun / Lingkungan RT/RW 
- Imam Desa/Kelurahan, Imam Dusun/Lingkungan, Guru Mengaji 
- Kader posyandu 
Selanjutnya mengadakan/membebaskan lahan untuk perkuburan umum pada masing-
masing Desa/Kelurahan. 
• Bidang Pendidikan 
Untuk peningkatan kualitas pendidikan di Kabupaten Sinjai langkah awal 
yang perlu dilakukan adalah penyebaran secara merata penempatan Guru dengan 
perbandingan jumlah siswa pada sekolah disetiap jenjang pendidikan mulai dari 
Taman Kanak-kanak, SD, SMP, dan SMA sederajat, sehingga tidak ada lagi keluhan 





Undang-Undang No. 20 tahun 2005 tentang Pembebasan Biaya SPP untuk 
Pendidikan SD, SMP, SMA dan sederajat akan lebih ditingkatkan biaya pendidikan 
melalui APBD Kabupaten dengan menetapkan standar perhitungan biaya yang 
disesuaikan dengan jumlah siswa dan RAPBS setiap sekolah sehingga kebutuhan 
biaya setiap sekolah dapat terpenuhi dan untuk lebih merangsang minat belajar 
terhadap siswa akan diberikan TABANAS untuk melanjutkan pendidikannya bagi 
siswa yang peringkat Satu, Dua dan Tiga tamat belajar disetiap tingkatan SD, SMP, 
SMA dan sederajat yang penilaiannya adalah peningkatan sona dan bagi Mahasiswa 
Perguruan Tinggi yang memiliki IPK minimal 3.00 dari masing-masing perguruan 
tinggi akan diberi kesempatan untuk menigkatkan pendidikan, dan Pemerintahan 
Daerah akan melakukan MOU/Kerjasama dengan UNM dan Perguruan Tinggi 
lainnya yang berkompeten terhadap tenaga pendidikan. 
• Bidang Kesehatan 
Pembangunan bidang kesehatan akan diarahkan pada lebih meningkatkan 
pelayanan umum pada masyarakat, disamping peningkatan kualitas tenaga kesehatan 
mulai dari dokter, perawat, dan bidan, juga lebih penting adalah peningkatan kualitas 
sarana dan prasarana kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah. Sehingga dapat 
mengurangi rujukan ke rumah sakit lain karena minimnya peralatan kesehatan yang 
ada pada Puskesmas, Pustu bahkan sampai pada Poskesdes (Pos Kesehatan Desa) 
pelayanan sosial kesehatan masyarakat, akan ditinjau dan mengkaji kembali sistem 
JAMKESDA. Dimana simbol kesehatan gratis walaupun masyarakat diharuskan 





masyarakat yang harus membeli obat terlebih dahulu di apotik luar sehingga 
meresahkan sebagaian besar masyarakat kurang mampu termasuk merugikan PNS. 
Yang jauh sudah memiliki ASKES kemudian diwajibkan menjadi peserta 
JAMKESDA bahkan dikaitkan dengan pengurusan administrasi kepegawaian yang di 
urus PNS, seperti pengurusan KGB, kenaikan pangkat dan semua itu akan ditiadakan 
sehingga pelayanan kesehatan bagi PNS, hanya mempergunakan ASKES pelayanan 
sosial masyarakat akan kami programkan dengan sistem JAMKESDA jelas biasa 
berobat dirumah sakit dan ditempat pelayanan kesehatan dimana saja diseluruh 
wilayah Indonesia tanpa memungut biaya, angkutan ambulance untuk mengantar 
mayat/mayit dari RS ke rumah duka dalam wilayah kabupaten Sinjai serta 
mempersiapkan ambulance mayat pada setiap kecamatan untuk pelayanan 
masyarakat umum. 
• Bidang Perekonomian 
Pembangunan bidang perekonomian diarahkan pada sektor pertanian, 
perikanan dan perdagangan umum serta UKM (Usaha Kecil Menengah) sehingga 
dapat meningkatkan daya beli masyarakat. Kali kedua ini jelas kesejahteraan 
masyarakat tercapai. 
• Bidang Infrastruktur 
Pembangunan infrastruktur diarahkan pada sarana dan prasarana yang 
menunjang ekonomi rakyat tertentu. Penajaman pelaksanaan membangun 





masyarakat mulai dari tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan, dan tingkat Kabupaten 
sehingga apabila dilaksanakan jelas kebutuhan masyarakat terpenuhi sehingga 
masyarakat optimis merasa memiliki terhadap pembangunan yang dilaksanakan 
didaerahnya bahkan masyarakat dapat ikut mengawasi terpeliharanya sarana dan 
prasarana yang ada didaerahnya sehingga pelaksana pembangunan tidak lagi 
berdasarkan keinginan tertentu yang dititp maksud tertentu. 
• Sistem Komunikasi 
Untuk pelaksanaan semua ini diatas tentu tidak semudah membalikkan telapak 
tangan untuk itu kami mendorong komunikasi antar pemerintah, swasta dan 
masyarakat dalam melahirkan pemerintahan yang baik (good governance) dimana 
pemerintah sebagai fasilitator dalam menjembatani kedekatan antara masyarakat 
dengan pengusaha dan pemerintah itu sendiri untuk secara bersama-sama dalam 
menjalankan kegiatan dengan melibatkan berbagai stakeholder atau orang-orang yang 
berkepentingan untuk memikirkan, menjalankan, serta mengawasi jalannya 
pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan disamping itu tetap meningkatkan 
evaluasi dan pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka 
melahirkan suatu kebijakan/program yang dapat diterima dengan baik oleh semua 
unsur sehingga ruang gerak korupsi kolusi dan nepotisme tidak ada lagi sehingga 
keraguan masyarakat terhadap pemimpinnya tidak ada lagi. 





Meningkatkan evaluasi dan pengawasan dalam penyelenggaraan 
pemerintahan dengan meningkatkan unsur-unsur terkait dalam rangka melahirkan 
suatu kebijakan/program yang dapat diterima dengan baik oleh masyarakat tanpa 
terindikasi adanya korupsi, kolusi dan nepotisme, dan tetap menerima masukan 
kearah yang lebih baik sehingga kebijakan-kebijakan berikutnya menjadi harapan 
masyarakat secara menyeluruh guna meneguhkan amanah yang diemban, maka 
beberapa komitmen yang akan dilaksanakan secara bertanggung jawab. 
Hingga saat ini Kabupaten Sinjai telah dinahkodai oleh 8 (delapan) orang 
putra terbaik dan saat ini Kabupaten Sinjai dipimpin oleh Bapak H. Sabirin Yahya, 
S.Sos Dengan motto SINJAI BERSATU.38 
Adapun Bupati yang pernah menjabat sebagai Kepala Daerah di Kabupaten 
Sinjai adalah : 
1. Mayor Abdul Lathief                          Tahun  1960 - 1963 
2. Andi Azikin                                        Tahun  1963 - 1967  
3. Drs. H. Muh. Nur Thahir   Tahun  1967 - 1971 
4. Drs. H. Andi Bintang   Tahun  1971 - 1983 ( 2 Periode ) 
5. H. A. Arifuddin Mattotorang, SH   Tahun  1983 - 1993 ( 2 Periode ) 
6. H. Muh. Roem, SH, M.Si 
 
Tahun  1993 - 2003 ( 2 Periode ) 
7. Andi Rudiyanto Asapa, Sh, LLM  
8. H. Sabirin Yahya, S.Sos 
Tahun  2003 - 2013 ( 2 Periode ) 
Tahun  2013 - sampai sekarang 
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B. Gambaran Umum Ikatan Keluarga Mahasiswa Sinjai (IKMS) 
Ikatan Keluarga Mahasiswa Sinjai adalah salah satu organisasi kedaerahan 
yang menghimpun mahasiswa yang berasal dari kabupaten Sinjai yang sedang 
menempuh pendidikan di kota Makassar. Organisasi ini didirikan pada tanggal 2 
november 1992. Pada awal mulanya, Ikatan Kelurga Mahasiswa Sinjai di bentuk oleh 
alumni-alumni SMA 1 Sinjai yang kemudian pada tahun 2007, IKMS menghimpun 
seluruh mahasiswa yang kuliah di Makassar, baik kampus negeri maupun swasta 
seperti, UIN Alauddin Makassar, Universitas Negeri Makassar (UNM), Universitas 
Hasanuddin (UNHAS), Universitas Muhammadya Makassar (UNISMUH), 
Universitas Muslim Indonesia (UMI), Universitas Islam Makassar (UIM), Universitas 
Fajar (UNIFA), Universitas Satria (UNSAT), Universitas Perjuangan Rpublik 
Indonesia (UPRI), Universitas Veteran Republik Indonesia (UVRI), STIKES Nani 
Hasanuddin, Politeknik Negeri Ujung Pangdang (PNUP) dan lain-lain. Dalam 
struktur organisasinya, IKMS mempunyai Dewan Presidium Pusat yang sekarang 
dikoordinatori oleh Kamaruddin. Selain itu, IKMS juga mempunyai 2 Dewan 
Pengurus Wilayah yang dibagi berdasarkan zona wilayah kota Makassar, yakni Zona 
Makassar Timur dan zona Makassar Raya. Wilayah yang termasuk dalam zona 
Makassar timur yakni UNHAS, UMI, UIM serta kampus-kampus yang berada di 
sebelah timur Makassar sedangkan zona Makassar raya mengcakup UNM, UIN 







Adapun fungsi dari Ikatan Keluarga Mahasiswa Sinjai adalah: 
a. Sebagai wadah untuk menghimpun mahasiswa Sinjai 
b. Sebagai instrumen penyaluran aspirasi mahasiswa Sinjai 
c. Sebagai media kontrol terhadap mahasiswa Sinjai, masyarakat Sinjai, 
dan pemerintah Kabupaten Sinjai 
d. Sebagai tempat untuk mempererat tali silaturahmi dan rasa 
kekeluargaan antara mahasiswa Sinjai, masyarakat Sinjai, dan 
pemerintah kabupaten Sinjai.39 
Dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga IKMS diatas, dapat di 
lihat bagaimana peran dan fungsi mahasiswa Sinjai dalam pembangunan politik 
kabupaten Sinjai terutama pada poin 3 (tiga). Pada poin tersebut, di sebutkan bahwa 
salah satu fungsi Ikatan Keluarga Mahasiswa Sinjai adalah sebagai media kontrol 
terhadap mahasiswa Sinjai, masyarakat Sinjai, dan pemerintah Kabupaten Sinjai. 
Ikatan Keluarga Mahasiswa Sinjai yang hadir sebagai suatu komonitas 
kedaerahan merupakan bagian yang memiliki potensi  yang diharapkan dapat 
memberikan sumbangsih dan peran sertanya dalam membangun tatanan masyarakat 
Sinjai pada khususnya dan masyarakat bangsa pada umumnya dengan rasa 
kekeluargaan. 
C. Peran Mahasiswa Sinjai dalam Pembangunan Politik 
Manusia diciptakan bebas dan merdeka. Karenanya kemerdekaan pribadi 
adalah hak yang pertama. Tidak ada sesuatu yang lebih berharga dari pada 
                                                           





kemerdekaan itu. Sifat dan suasana bebas dan kemerdekaan seperti diatas, adalah 
mutlak diperlukan terutama pada fase/saat manusia berada dalam pembentukan dan 
pengembangan. Masa pembentukan dari pengembangan bagi manusia terutama 
dalam masa remaja atau generasi muda. 
Mahasiswa adalah kelompok yang terlahir demi mengawal cita-cita murni 
untuk melakukan perubahan, kelompok yang senantiasa berpihak pada rakyat dan 
kaum tertindas, kelompok yang senantiasa memberi pengetahuan akan hal-hal 
yang dirasa perlu bagi rakyat agar tak lagi diperbodoh oleh statement golongan-
golongan yang dapat mengaburkan pandangan, utamanya yang  tidak berpihak pada 
rakyat. Seperti yang dikatakan oleh IR. Andi Kartini Ottong, MP selaku Wakil 
Ketua II DPRD kab. Sinjai bahwa: 
“Mahasiswa harus tetap menjaga idealismenya sebagai kaum muda 
karna saya lihat mahasiswa sekarang mulai di masuki oleh golongan-
golongan atau kelompok-kelompok kepentingan dengan tujuan 
menjadikan mahasiswa sebagai tunggangan politik untuk mencapai 
tujuan kelompok tertentu. Hal ini bisa terjadi karena sikap mahasiswa 
sekarang tak lagi mengedepankan idealismenya tetapi justru lebih 
cendrung kepada sikap kapitalisme. Selain itu, hal lain yg menjadikan 
mahasiswa mudah untuk di masuki oleh kelompok-kelompok kepentingan 
adalah sifat organisasi yang tidak independens.”40 
 
Berdasarkan hal tersebut di atas , maka IKMS sebagai organisasi  mahasiswa 
harus bersifat independen. Penegasan ini dirumuskan dalam pasal 8 AD IKMS yang 
mengemukakan secara tersurat bahwa "IKMS adalah organisasi yang bersifat 
independen. Sifat dan watak independen bagi IKMS adalah merupakan hak azasi 
yang pertama. Status IKMS sebagai organisasi mahasiswa kedaerahan menunjukkan 
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dimana IKMS berkarakter. Dan karakter tugas inilah yang disebut fungsi IKMS. Di 
sisi lain tujuan merupakan cita yang harus diwujudkan maka fungsi sebaliknya 
menunjukkan gerak atau kegiatan dalam mewujudkan. 
Mahasiswa sebagai kelompok elit dalam masyarakat pada hakikatnya 
memberi arti bahwa ia memikul tanggung jawab memajukan bangsa pada 
umumnya, dalam melaksanakan fungsi generasinya sebagai insan terdidik harus 
sadar akan kebaikan dan kebahagiaan masyarakat hari ini dan ke masa depan. 
Karena itu dengan sifat dan wataknya yang kritis itu mahasiswa dan masyarakat 
berperan sebagai kekuatan moral atau moral force yang senantiasa melaksanakan 
fungsi sosial control. Maka dari itulah, kelompok mahasiswa harus merupakan 
kelompok yang bebas dari kepentingan apapun kecuali kepentingan kebenaran dan 
obyektifitas demi kemajuan bangsa pada umumnya.  
Mahasiswa merupakan duta-duta pembaharuan masyarakat atau agen of  
social change, itu berarti bahwa secara totalitas generasi muda harus 
mempersiapkan diri untuk menerima estafet pimpinan bangsa dan generasi 
sebelumnya pada saat yang akan datang. Fungsi  kaderisasi  mahasiswa  sebenarnya  
merupakan  fungsi  yang  paling  pokok. Sebagai generasi yang harus melaksanakan 
fungsi kaderisasi demi perwujudan kebaikan dan kebahagiaan masyarakat, bangsa 
dan negaranya di masa depan maka kelompok mahasiswa harus senantiasa memiliki 
watak yang progresif dinamis dan tidak statis. Seperti apa yang dikatakan oleh bapak  
Lukman Dahlan, S.IP, M.Si kepala bagian hukum pemerintah kab. Sinjai: 
“Mahasiswa sudah sewajarnya sebagai kaum muda harus tetap memiliki 
semangat untuk tetap memperjuangkan suara-suara kebenaran dan 





sebagai duta-duta pembaharuan sosial dalam pengertian harus 
menghendaki perubahan yang terus menerus ke arah kemajuan yang 
dilandasi oleh nilai-nilai kebenaran.”41 
 
Mahasiswa harus mampu membentuk watak yang luhur dan secara moral 
dapat dipertanggung jawabkan kepada tuhan yang maha esa sebagai wujud 
ketaqwaan seorang hamba kepada sang khalik. Pengembangan ini juga harus 
memiliki ciri kemandirian. Watak independen mahasiswa adalah sifat yang 
merupakan karakter dan kepribadian yang harus dimiliki setiap mahasiswa. 
Implementasinya harus terwujud di dalam bentuk pola pikir, pola sikap dan pola 
laku setiap mahasiswa. Lebih lanjut bapak kepala bagian hukum kab. Sinjai 
menjelaskan bahwa manusia pada umumnya memiliki fitrah sebagai manusia yang 
mempunyai sifat independen. 
“Sifat independensi secara etis yang pada hakekatnya merupakan sifat 
yang sesuai dengan fitrah kemanusiaan. Fitrah tersebut membuat 
manusia berkeinginan suci dan secara kodrati cenderung pada 
kebenaran.”42 
 
Kaum muda harus hadir sebagai individu yang memiliki karekter dan 
kepribadian yang unggul, menghindari permainan politik yang tidak bermoral, 
secara sungguh-sungguh dan konsisten menegakkan prinsip al-amar bil-ma’ruf wan-
nahyu anil munkar. Kaum muda perlu menunjukkkan kualitas dirinya bahwa mereka 
memiliki kapasitas untuk melakukan perubahan dari dalam struktur negara dan 
memangkas habis sistem yang korup. Dengan demikian, etika dan moral politik 
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yang unggul dalam sistem politik demokratis akan dapat diwujudkan. Ini bukan 
gagasan revolusioner, tetapi gagasan rasional yang dapat dikerjakan dan dilakukan 
oleh kaum muda guna berperan serta dalam menata struktur politik, sistem sosial 
dan budaya masyarakat agar lebih egaliter dan demokratis. Peran kaum muda akan 
lebih klop apabila mmpu menjaga keseimbangan dirinya, menjaga komitmen 
dirinya, dan menjaga konsistensi dengan menyatukan antara perkataan dan 
perbuatan(tutur kata dan perilak), mereka meyampaikan apa yang dianggap sebagai 
sesuatu yang benar dan bertindak atas dasar kebenaran itu.43 
Adapun hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis terkait sifat yang harus 
dimiliki oleh setiap mahasiswa untuk tetap mempertahankan karakter dan 
kepribadian yang unggul seperti yang dituturkan oleh Kamaruddin selaku 
koordinator presidium Ikatan Keluarga Mahasiswa Sinjai mengatakan bahwa:  
“Aplikasi dari dinamika berpikir dan berprilaku secara keseluruhan 
merupakan watak azasi mahasiswa dan teraktualisasi secara riil melalui 
watak dan kepribadiaan serta sikap-sikap yang 1). Cenderung kepada 
kebenaran, bebas terbuka dan merdeka,2). Obyektif, rasional dan kritis, 
3). Progresif dan dinamis,4). Demokratis, jujur, dan adil.”44 
 
Pada akhir tahun 2007 Ikatan Keluarga Mahasiswa Sinjai yang awalnya 
hanya mencakup satu kampus saja, mulai keluar dan memperluas wilayah ke seluruh 
kampus yang berada di kota Makassar. Sebenarnya hal ini bukan merupkan sesuatu 
hal yang baru karena tujuan awal terbentuknya IKMS  sendiri itu pada tahun 1992 
adalah untuk menghimpun seluruh mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan 
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di kota Makassar tetapi karena banyaknya kendala yang dihadapi seperti sumber 
daya manusia yang masih kurang untuk menjalankan organisasi, transportasi yang 
masih belum memadai, dan alat komunikasi yang belum terlalu canggih sehingga 
pada awalnya mengcakup satu kampus saja. Barulah ditahun 2007 IKMS 
memperluas wilayahnya ke seluruh kampus yang ada di kota Makassar. Pada awal 
kepengrusan periode 2007-2009, Dewan Presidium Pusat (DPP IKMS) sebagai 
lembaga tertinggi dilingkup IKMS hanya terfokus pada perbaikan internal IKMS 
saja seperti perubahan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Garis-Garis 
Besar Haluan Organisasi serta pembentukan wilayah dibeberapa kampus yang ada di 
kota Makassar. Pada periode selanjutnya (periode 2009-2011) IKMS masih terfokus 
kepada pembentukan wilayah diseluruh kampus tetapi bukan berarti IKMS tidak 
aktif terhadap eksternal organisasi. Sumbangsi IKMS itu sendiri lebih banyak 
kepada program-program kerja yang sifatnya membangun daerah Sinjai. Tidak jauh 
berbeda dengan periode selanjutnya (periode 2011-2013) yang lebih mengarah 
kepada pelaksanaan program kerja yang sifatnya membangun daerah Sinjai 
sekaligus kritik terhadap pemerintah daerah. 
Barulah pada periode 2013-2015 dan periode 2015-2017, IKMS tidak hanya 
terfokus kepada internal lembaga dan pelaksanaan program-program kerja saja, 
tetapi mulai melakukan kritik terhadap pemeriatah baik dengan audiensi dengan 
pemerintah terkait maupun aksi turun kejalan untuk menuntut beberapa masalah 
yang terjadi di kabupaten Sinjai seperti kasus pencabulan pelajar yang dinilai 
lambat, PERBUP tentang penerimaan beasiswa prestasi serta penegakan PERDA 





Mahasiswa Sinjai melakukan gerakan dalam hal pengawalan dan protes terhadap 
aturan pemerintah yang dianggap kurang baik dan efesian. Aturan  yang dikeluarkan 
pada tahun 2014 yaitu Peraturan Bupati Sinjai No. 24 tahun 2014 tentang Tata Cara 
Pemberian Bantuan Dana Pendidikan Kepada Mahasiswa Kab. Sinjai, mahasiswa 
menganggap bahwa aturan tersebut kurang efesien dalam pengamplikasiannya. 
Sejumlah mahasiswa Sinjai yang tersebar di sejumlah daerah di Indonesia 
mempertanyakan syarat untuk mendapatkan beasiswa berprestasi yang berasal dari 
Pemerintah Kabupaten Sinjai. Jumlah beasiswa untuk tahun 2014 Rp 1 miliar 
tersebut dinilai sejumlah mahasiswa asal Kabupaten Sinjai tidak maksimal 
sosialisasinya ke seluruh kampus. Sebelumnya sejumlah mahasiswa 
di Sinjai mengungkapkan bahwa dari total anggaran Rp 1 miliar besiswa berprestasi 
tak semua disalurkan ke mahasiswa tetapi dipotong Rp 100 juta dengan alasan 
sebagai biaya sosialisasi, ungkap Fajar Awaluddin salah seorang mahasiswa 
asal Sinjai.45 
Bagian yang dianggap kurang efesien adalah kreteria mahasiswa yang berhak 
menerima beasiswa yang terlalu sedikit dan hanya memasukkan beberapa kampus 
saja dilihat dari akreditasi kampus. Hal tersebut juga dianggap rasional oleh 
pemerintah daerah maka dari itu, PERBUP yang dikeluarkan pada tahun 2014 
kembali direvisi pada tahun 2015 dengan memperhatikan saran-saran dan masukan 
yang diaspirasikan mahasiswa. Hal ini dibenarkan oleh bapak H. Sabirin Yahya 
S.Sos selaku bupati Sinjai yang mengatakan bahwa: 
                                                           
45 Tribunnews.com. Beasiswa Berprestasi di Sinjai Rp. 1 Miliar di Soalkan. 
http://makassar.tribunnews.com/2016/01/03/beasiswa-berprstasi-di-sinjai-rp-1-miliar-disoal (Diakses 





“Salah satu contoh pengaruh atau sumbangsi mahasiswa dalam membantu 
memajukan kab. Sinjai adalah protes terhadap aturan PERBUB tahun 
2014 tentang tata cara pemberian bantuan beasiswa kepada mahasiswa 
Sinjai.”46 
Selain mendengarkan saran dan pendapat yang di aspirasikan mahasiswa, 
pemerintah juga mengikutsertakan mahasiswa sebagai salah satu tim verifikasi 
berkas penerimaan beasiswa Sinjai. Hal itu dilakukan karena, mahasiswa dianggap 
penting dalam menilai dan membantu tahap verifikasi agar nantinya tidak ada lagi 
kekeliruan yang terjadi antara pemerintah dan mahasiswa itu sendiri. Selain itu, 
pemerintah juga menjadikan mahasiswa sebagai tim verifikasi berkas karena 
dianggap mempunyai idealisme dan independensi yang kuat agar implementasi 
aturan ini berjalan sebagaimana mestinya. Berikut ini pasal-pasal yang dinggap 
mahasiswa kurang efesien seperti: 
Pasal 5 
Kriteria bagi pemohon dana pendidikan adalah sebagai berikut: 
a. Warga kabupaten Sinjai yang membuktikan dengan Kartu Keluarga dan Kartu 
Tanda Penduduk; 
b. Mahasiswa yang mengikuti pendidikan program Strata 1 (S1) di perguruan 
tinggi baik negeri maupun swasta pada program studi yang terakreditasi 
minimal B; 
c. Mahasiswa dengan syarat Indeks Prestasi kumulatif 3,00; 
d. Memiliki prestasi terbaik I, II, dan III dibuktikan dengan surat keterangandari 
ketua jurusan; dan 
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e. Mahasiswa semester 7 (tujuh) dengan memperhitungkan akumulasi semester 1 
(satu) sampai dengan semester 6 (enam). 
Dari ke 5 kriteria yang terdapat pada pasal 5 diatas, ada beberapa pengurangan serta 
penambahan ayat pada revisi peraturan Bupati tersebut, yakni: 
a. Warga kabupaten Sinjai yang membuktikan dengan Kartu Keluarga dan Kartu 
Tanda Penduduk; 
b. Mahasiswa yang mengikuti pendidikan program Strata 1 (S1) di perguruan 
tinggi baik negeri maupun swasta pada program studi yang terakreditasi; 
c. Mahasiswa dengan syarat Indeks Prestasi kumulatif 3,00; 
d. Dihapus; 
e. Mahasiswa minimal semester 7 (tujuh) dengan memperhitungkan akumulasi 
semester 1 (satu) sampai dengan semester 7 (tujuh); dan 
f. Belum pernah menerima bantuan dana pendidikan sejenis dari pemerintah 
kabupaten Sinjai. 
Selanjutnya pada pasal 6 juga ada beberapa pengurangan dan penambahan poin 
yakni: 
Pasal 6 
Persyaratan penerimaan bantuan biaya pendidikan sebagai berikut: 
a. Mahasiswa dapat menyajukan surat permohonan bantuan dana pendidikan 
dengan persyaratan sebagai berikut: 
1. Foto copy kartu keluarga; 
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk orang tua/wali; 





4. Transkrip nilai dengan indeks prestasi minimal 3,00; 
5. Rekomendasi dari DPP HIPPMAS; 
6. Surat keterangan prestasi akademikdari perguruan tinggi; dan 
7. Melampirkan foto copy rekening bank. 
b. Berkas permohonan dimasukkan dalam stop map plastik tusuk, dituliskan 
nama pemohon, alamat dan nama perguruan tinggi.47 
Dan hasil revisi peraturan Bupati pada tahun 2015 adalah sebagai berikut: 
Pasal 6 
Persyaratan penerimaan bantuan biaya pendidikan sebagai berikut: 
a. Mahasiswa dapat menyajukan surat permohonan bantuan dana pendidikan 
dengan persyaratan sebagai berikut: 
Foto copy kartu keluarga; 
1. Foto copy kartu keluarga; 
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk orang tua/wali; 
3. Foto copy Kartu Mahasiswa 
4. Transkrip nilai dengan indeks prestasi minimal 3,00; 
5. dihapus; 
6. Surat keterangan prestasi akademikdari perguruan tinggi; dan 
7. Melampirkan foto copy rekening bank. 
8. rekomendasi dari perguruan tinggi masing-masing; dan 
9. surat keterangan aktif kuliah dari perguruan tinggi masing-
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Dari pasal 6 diatas ada 1 poin dihapuskan dan penambahan 2 poin baru. Selain 
itu dari pasal 5 dan pasal 6 diatas, di pasal 7 juga ada beberapa pengurangan dan 
penambahan poin, salah satunya adalah menjadikan mahasiswa sebagai tim verifikasi 
penerimaan bantuan beasiswa. 
Gerakan mahasiswa merupakan sebuah proses perluasan peran mahasiswa 
dalam kehidupan bermasyarakat. Adanya gerakan mahasiswa dengan perannya yang 
signifikan dalam perubahan secara langsung akan membongkar mitos lama di 
masyarakat, bahwa mahasiswa selama ini dianggap sebagai bagian dari civitas 
akademika yang berada di menara gading, jauh dari persoalan yang dihadapi 
masyarakatnya. Disinilah letak pentingnya sebuah gerakan dibangun, yakni untuk 
secara aktif dan partisipatif berperan serta dalam proses perubahan masyarakat ke 
arah yang lebih baik. Selain itu, sebuah gerakan yang dibangun juga akan 
meningkatkan daya kritis mahasiswa secara keseluruhan dalam melihat berbagai 
persoalan yang tengah dihadapi masyarakat, baik dalam konteks lokal, nasional 
maupun internasional. Gerakan yang dilakukan mahasiswa itu dilahirkan oleh kondisi 
yang memberikan kesempatan bagi gerakan itu. Pemerintah yang kurang teliti dalam 
menentukan suatu kebijakan atau bahkan pemerintah yang moderat misalnya, 
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memberikan kesempatan yang lebih besar bagi timbulnya gerakan mahasiswa yang 
lahir dari malasah tersebut yang selama ini terpendam dibawa permukaan.49 
Selain peraturan Bupati diatas, yang mejadi sorotan mahasiswa selanjutnya 
ialah pada Peraturan Daerah kabupaten Sinjai Nomor 11 tahun 2012 tentang Retribusi 
Pemakaian Kekayaan Daerah yang merupakan hasil revisi Peraturan Daerah Nomor 
11 tahun 2010. Yang menjadi masalah dalam Peraturan daerah ini adalah 
implementasi dari aturan tersebut yang tidak sesuai dengan penerapannya. Pada Bab 
VI pasal 8 telah cukup jelas dijelaskan berapa biaya sewa untuk setip bangunan 
gedung yang ada di kabupaten Sinjai, tetapi nyatanya dalam penerapanya tidak 
dijalankan sebagaimana mesti. Seperti apa yang dikatakan oleh koordinator presidium 
Ikatan Keluarga Mahasiswa Sinjai bahwa: 
“Pada tahun 2013, tahun 2014 dan tahun 2015 IKMS pernah melakukan 
sebuah kegiatan yang bertempat disalah satu gedung di kab sinjai yakni 
kegiatan Try Out  yang merupakan kegiatan rutin IKMS setiap Tahunnya. 
Yang menjadi masalah adalah biaya sewa yang cukup mahal dan tidak 
sesuai dengan apa yang ada dalam PERDA ”50 
Yang menjadi keresahan mahasiswa juga sebenarnya adalah masalah 
sosialisasi PERDA tersebut yang kurang terbuka karna selama tiga tahun (2012-2015) 
mahasiswa baru mengetahuinya pada tahun 2016  bahwa ada Peraturan Daerah yang 
mengikat tentang penyewaan gedung di kabupaten sinjai. Melihat hal itu, mahasiswa 
tidak tinggal diam, menuntut pemerintah agar melakukan tindakan tegas kepada siapa 
saja yang melakukan pungutan liar dalam persoalan ini serta mengembalikan 
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kelebihan pembayaran sewa gedung selama 3 tahun sebelumnya. Berikut ini isi dari 
Peraturan Daerah tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah  BAB VI Pasal 8 
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  Khusus hari 
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3. Stadion H. 
A. Bintang 
Siang hari (jam 
06.00- jam 18.00 
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18.00- jam 06.00 
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10.000/jam 200.000 400.000 2.000/jam  
5 Gedung 
Pemuda 
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06.00- jam 18.00 
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18.00- jam 06.00 
WITA) perhari 




Per sekali masuk: 
Siang hari (jam 
06.00- jam 18.00 
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  Per sekali masuk: 
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WITA) perhari 
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06.00- jam 18.00 
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18.00- jam 06.00 
WITA) perhari 




Siang hari (jam 
06.00- jam 18.00 
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  Malam hari (jam 
18.00- jam 06.00 
WITA) perhari 
35.000 250.000 300.000 -  
Sumber data: Peraturan Daerah kabupaten Sinjai Nomor 11 tahun 2010 
Dalam menentukan suatu kebijakan publik ada beberapa tahap sebelum 
samapai kepada tahap implementasi. Tahap pertama yakni Penyusunan agenda. 
Tahap ini adalah sebuah fase dan proses yang sangat strategis dalam realitas 
kebijakan publik. Sebelum kebijakan ditetapkan dan dilaksanakan, pembuat 
kebijakan perlu menyusun agenda dengan memasukkan dan memilih masalah-
masalah mana saja yang akan dijadikan prioritas untuk dibahas. Masalah-masalah 
yang terkait dengan kebijakan akan dikumpulkan sebanyak mungkin untuk 
diseleksi. Dalam proses inilah memiliki ruang untuk memaknai apa yang disebut 
sebagai masalah publik dan prioritas dalam agenda publik dipertarungkan. Jika 
sebuah isu berhasil mendapatkan status sebagai masalah publik, dan mendapatkan 
prioritas dalam agenda publik, maka isu tersebut berhak mendapatkan alokasi sumber 





untuk menentukan suatu isu publik yang akan diangkat dalam suatu agenda 
pemerintah. Issue kebijakan sering disebut juga sebagai masalah kebijakan. Policy 
issues biasanya muncul karena telah terjadi silang pendapat di antara para aktor 
mengenai arah tindakan yang telah atau akan ditempuh, atau pertentangan pandangan 
mengenai karakter permasalahan tersebut. Menurut William Dunn, isu kebijakan 
merupakan produk atau fungsi dari adanya perdebatan baik tentang rumusan, rincian, 
penjelasan maupun penilaian atas suatu masalah tertentu. Namun tidak semua isu bisa 
masuk menjadi suatu agenda kebijakan. Ada beberapa Kriteria isu yang bisa 
dijadikan agenda kebijakan publik  diantaranya: telah mencapai titik kritis tertentu 
yang apabila diabaikan menjadi ancaman yang serius, telah mencapai tingkat 
partikularitas tertentu yang berdampak dramatis, menyangkut emosi tertentu dari 
sudut kepentingan orang banyak, mendapat dukungan media massa, menjangkau 
dampak yang amat luas, mempermasalahkan kekuasaan dan keabsahan dalam 
masyarakat serta menyangkut suatu persoalan yang fasionable (sulit dijelaskan, tetapi 
mudah dirasakan kehadirannya). Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak 
Lukman Dahlan, ia menyebutkan bahwa: 
“Penyusunan agenda kebijakan seharusnya dilakukan berdasarkan tingkat 
urgensi dan esensi kebijakan, juga keterlibatan stakeholder. Sebuah 
kebijakan tidak boleh mengaburkan tingkat urgensi, esensi, dan 
keterlibatan stakeholder.”51 
 
Bapak Lukman Dahlan menganggap bahwa fase ini merupakan tahapan 
penting dalam pembentukan aturan, maka dari itu perlunya menghadirkan 
stakeholder yang nantinya menjalankan aturan ini. Selanjutnya ada 2 tahap lagi 
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sebelum sebuah kebijakan di implementasikan yaitu tahap formulasi kebijakan dan 
adopsi/legitimsi kebijakan. Dari ke 5 tahap tersebut peran mahasiswa Sinjai lebih 
banyak ditahap implementasinya dan evaluasi. Seperti yang dikatakan IR. Andi 
Kartini Ottong, MP sebagai berikut: 
“Peran mahasiswa sinjai lebih bnyak berperan ditahap implementasi dan 
evaluasi. Sedangakan ditahap penyusunan agenda, tahap formulasi 
kebijakan dan tahap adopsi peran mahasiswa kurang”52 
 
Gerakan mahasiswa membutuhkan pola-pola gerakan yang bervariasi. 
Kecenderungan pada kutup ekstrim tertentu antara gerakan moral dan gerakan politik 
justru akan mereduksi peran gerakan itu sendiri. Karena itu, apapun penjelasannya, 
kedua pola tersebut tetap dibutuhkan. Yang penting tetap mampu memberikan nuansa 
dalam proses perubahan itu sendiri. Dengan kata lain, mengutamakan salah satu pola 
(gerakan politik maupun gerakan moral) akan berujung pada kegagalan analitik untuk 
merumuskan strategi gerakan dalam mencapai orientasi perubahan.53 
Selain dari ke dua contoh kasus diatas, masih banyak gerakan mahasiswa 
Sinjai khususnya IKMS yang pernah lakukan sebagai sebuah tindakan dalam proses 
membantu perkembangan dan pembangunan daerah kabupaten Sinjai. Seperti 
gerakan mahasiswa yang menuntut tentang penegakaan hukum kasus pencabulan 
anak yang dilakukan oleh para oknum guru disekolah. Hal ini terjadi bukan hanya di 
satu sekolah, tetapi ada dua sekolah yang terkait kasus pencabulan siswa oleh 
gurunya sendiri. Yang melatar belakangi aksi demonstrasi mahasiswa Ikatan 
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Keluarga Mahasiswa Sinjai (IKMS) sebenarnya bukan karena kasus itu semata tetapi 
lambatnya proses hukum yang dilakukan pihak berwajib terkait kasus pencabulan ini 
dan meningkatnya kasus kekerasan anak dan pencabulan di kabupaten Sinjai. Seperti 
yang dikatakan koordinator Presidium IKMS bahwa: 
“Kasus pencabulan yang terjadi di Sinjai ini kami anggap proses 
hukumnya cukup lamban yang dilakukan pihak berwajib. Maka dari itu 
kami berisiatif untuk turun aksi menuntut agar pelaku pecabulan diproses 
secepatnya dan kami juga mempertanyakan kerja dari dewan dan dinas 
pendidikan kabupaten Sinjai yang diduga tidak melakukan pengawasan”.54 
Sepanjang tahun 2016, kasus kekerasan seksual yang ditangani Polres Sinjai 
mengalami peningkatan. Angka kasus kekerasan seksual ini banyak terjadi pada 
triwulan ketiga dan keempat. Hingga tanggal 27 Desember 2016, tercatat ada 14 
kasus kekerasan yang ditangani Polres Sinjai berdasarkan laporan yang diterima, 
yakni persetubuhan anak di bawah umur 6 kasus, pencabulan 7 kasus, dan 
pemerkosaan 1 kasus. Untuk kasus persetubuhan anak di bawah umur, dari 10 
laporan yang masuk, Polres Sinjai mampu menyelesaikan 6 kasus. Ada beberapa 
kasus persetubuhan anak di bawah umur yang diselesaikan oleh Polres Sinjai, yang 
pelaporannya berasal dari lembaga mitra seperti Pusat Pelayanan Terpadu 
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Sumber data: Polres kabupaten Sinjai tahun 2016 
Sementara untuk kasus kekerasan  terhadap anak, dari 10 laporan yang 
diterima, Polres Sinjai bisa menyelesaikan 6 kasus, dan 1 kasus pemerkosaan hingga 
data ini diperoleh belum mampu diungkap. Sepanjang tahun 2016, Polres Sinjai juga 
banyak menerima laporan terkait pencabulan. Tercatat ada 7 laporan yang diterima, 
dan Polres Sinjai mampu menyelesaikan 4 kasus kekerasan terhadap anak. Ada 4 
kasus yang diterima P2TP2A yang kasusnya diteruskan ke Polres Sinjai. 
Pada tanggal 19 maret 2016, Ikatan Keluarga Mahasiswa Sinjai menggelar 
aksi unjuk rasa di depan kantor Dinas Pendidikan Kab. Sinjai. Tergabung dalam 
Gerakan Mahasiswa Sinjai (GERAM SINJAI), IKMS menuntut agar proses hukum 
segera di selesaikan dan juga menuntut Dinas Pendidikan agar  melakukann 
pengawasan kepada setiap tenaga pengajar yang ada di kabupaten Sinjai supaya kasus 
ini tidak terulang kembali. Hasil dari unjuk rasa ini, bapak Bupati Sinjai H. Sabirin 





pencabulan kepada siswanya. Senada dengan itu,  kepala Dinas Pendidikan kabupaten 
Sinjai juga menambahkan akan melakukan pengawasan yang lebih baik kepada 
seluruh tenaga pengajar yang ada di kabupaten Sinjai. 
D. Pola Sinergitas Mahasiswa dengan Pemerintah Daerah Kab. Sinjai 
Gerakan mahasiswa akan terpola dalam dua pola besar, yakni gerakan moral 
dan gerakan politik. Gerakan moral (moral force) biasanya dipersepsikan sebagai 
sebuah gerakan yang memihak pada nilai-nilai moral universal, yakni nilai 
kebenaran, keadilan, demokratisasi, hak azasi manusia, dan sebagainya. Sebuah 
gerakan moral biasanya tidak masuk dalam wilayah kepentingan politik praktis 
dengan saling dukung-mendukung terhadap kekuatan kelompok tertentu. Mereka 
hanya mendukung kepentingan nilai yang menurut mereka bagus. Dengan demikian, 
kalau misalnya sebuah partai politik (parpol) mengedepankan nilai-nilai keadilan, 
demokratisasi, HAM, dan sebagainya, maka mereka akan mendukungnya dalam arti 
untuk mewujudkan nilai-nilai tersebut, bukan mendukung kekuatan parpol secara 
politis. Sebaliknya, kalau ternyata parpol tersebut tidak lagi memperjuangkan nilai-
nilai dengan standar moralitas yang dimaksud, maka sebuah gerakan moral akan 
menarik dukungannya, bahkan melawannya. Jadi, ringkasnya sebuah gerakan moral 
adalah gerakan yang mendukung untuk memperjuangkan nilai-nilai dengan ukuran 
moralitas tertentu. Disinilah independensi gerakan mahasiswa akan terlihat. 
Mahasiswa bukan subordinat kekuatan politik tertentu. Sementara gerakan politik 
merupakan gerakan untuk melakukan perubahan politik dengan berpihak pada 
kekuatan politik tertentu, atau menjadikan dirinya sebagai lokomotif politik 





dengan kekuatan politik yang ada. Bagi mereka hal ini perlu dilakukan sebagai 
strategi untuk mencapai perubahan. Mereka mengkritik gerakan moral sebagai 
ketakutan untuk bersentuhan dengan kepentingan politik, dan hanya mampu 
melakukan himbauan moral. Keberpihakan pada kekuatan politik tertentu secara riel 
tidak apa-apa, sepanjang ide-ide perubahan yang diperjuangkan mahasiswa sejalan 
dengan mereka. Dalam kondisi tertentu dan dibutuhkan, organisasi mahasiswa 
bahkan berubah menjadi organisasi politik seperti yang pernah dilakukan mahasiswa 
Indonesia di Belanda pada 1908 dengan mendirikan Perhimpunan Indonesia.56 
Mahasiswa merupakan kekuatan intelektualitas masyarakat untuk menuju 
suatu perubahan. Mahasiswa mengambil peranan penting dalam menggulingkan 
sebuah kekuasaan dan menggantinya dengan sebuah tonggak baru, yang 
mengedepankan demokrasi. Mahasiswa berada didepan perubahan sebuah sejarah 
demokrasi dunia. Mahasiswa  merupakan sebuah entitas spirit yang menggunakan 
intelektualitas dan dialektika yang maha dasyat kekuatannya. Mahasiswa memiliki 
kekuatan energi penuh dengan sifat kreatif, kritis dan dinamis serta kepekaan yang 
tinggi pada masalah sosial. Mahasiswa yang merupakan satu satuan karakter, mampu 
menjadi satu gerakan besar yang bukan saja memperjuangkan suatu tujuan, namun 
berupaya membuat sejarah baru dalam sebuah pembangunan masa depan suatu 
bangsa. Gerakan mahasiswa masih dipercaya oleh masyarakat mampu membawa 
perubahan. Hal ini dikarenakan pergerakan mahasiswa masih disi oleh nilai-nilai 
kaum muda yang identik dengan gerakan moral yang bertumpu pada empati dan 
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simpati terhadap lingkungannya, masyarakatnya dan bangsanya, sehingga 
menumbuhkan semangat keberpihakan pada rakyat, serta menjadi jembatan bagi 
dunia akademik dan masyarakat. Gerakan mahasiswa merupakan gerakan murni 
kepedulian yang penuh dengan analisis intelektual untuk perubahan.Sehingga gerakan 
mahasiswa tetap mengarah pada cita-cita bangsa Indonesia, dan secara bertanggung 
jawab memikul beban terhadap perubahan yang dipelopori olehnya.  
Melihat dari penjelasan diatas dapat dikatankan bahwa Pengembangan potensi 
mahasiswa sangat perlu difasilitasi oleh pemerintah daerah, dalam hal ini organisasi-
organisasi kepemudaan yang ada di daerah maupun diluar daerah (paguyuban). 
Eksistensi daerah hadir melalui eksistensi paguyuban daerah yang mempelopori 
stamina eksistensi daerah adalah pemuda, pelajar dan mahasiswa. Maka dari itu 
perlunya ini menjadi pertimbangan untuk seorang bupati dan ketua DPRD yang 
sedang berfikir keras dan bekerja cerdas untuk mencerdaskan masyarakatnya. 
Berikut ini adalah pola sinergitas yang terbentuk antara mahasiswa Sinjai 
dengan Pemerintah daerah kabupaten Sinjai dalam membantu membangun dan 


























Mahasiswa sebagai salah satu kekuatan politik harus tetap menjalin 
komunikasi dengan pemerintah daerah dalam proses membantu pembangun politik 
kabupaten Sinjai. Maka dari itu, pola sinergitas antara mahasiswa dan pemeritah 
dibutuhkan untuk mecapai tujuan yang sama. Dalam bagan diatas digambarkan 
bahwa pola sinergi yang terjalin antara mahasiwa Sinjai dengan Pemerintah Daerah 
dalam hal pembangunan politik dan evaluasi kebijakan publik. Dari pola tersebut 
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ditengah-tengah masyarakat dan melakukan kontrol sosial terhadap pemerintah 
daerah dalam mewujudkan: 
- Pembangunan Politik sebagai Pembangunan Administrasi  & Hukum 
- Pembangunan Politik sebagai Mobilisasi & Partisipasi Massa 
- Pembangunan Politik sebagai Pembinaan Kehidupan Demokrasi 
- Pembangunan Politik sebagai Mobilisasi & Kekuasaan 
- Pembangunan Politik sebagai Satu Segi Proses Perubahan Sosial yang 
multidimensi 
Pengawalan terhadap kebijakan publik merupakan salah satu prorses 
pembangunan politik agar supaya kebijakan-kebijakan kedepannya dapat lebih baik 
lagi dari sebelumnya. Peran mahasiswa dibutuhkan dalam proses ini, baik dalam 
bentuk pengawalan implementasi kebijakan  maupun saran dan pendapat yang 
disuarakan. Peran dan partisipasi politik dalam hal pembangunan suatu daerah sangat 
penting bagi upaya mencari jalan masuk bagi upaya memahami eksistensi politik 
mahasiswa. Maka dari itulah perlu adanya hubungan sinergitas antara mahasiswa 
dengan pemerintah agar pembangunan suatu daerah dapat berjalan dengan baik 
dengan tidak mengabaikan kukuatan-kekuatan politik yang lain seperti media massa, 
kelompok-kelompok kepentingan (LSM) maupun partai politik dan kekuatan-
kekuatan politik lainnya. 
Ikatan Keluarga Mahasiswa Sinjai merupakan salah satu organisasi 
kedaerahan yang mempunyai peran penting dalam membantu pembangunan 
kabupaten Sinjai. Sejak berdiri pada tahun 1992, mahasiswa IKMS mulai melihat 





bidang Ekonomi dan bidang sosial. Ada berbagai cara yang dilakukan untuk 
membantu proses pembangunan yang ada di kabupaten Sinjai baik itu dalam bentuk 
kritik terhadap pemerintah maupun saran yang sifatnya membangun demi kemajuan 
daerah sendiri. Ada berbagai cara yang dilakukan untuk mengkritik dan memberikan 
saran kepada pemerintah, salah satu contohnya IKMS memberikan kritik melaluai 
karya-karya yang dibuat setiap tahun misalnya saja kegiatan Try Out tingkat SMA 
yang dilakukan menjelang Ujian Nasional dan tes masuk perguruan tinggi. Hal ini 
dilakukan karena melihat tingkat kelulusan setiap tahunnya dikabupaten Sinjai 
menurun dan pejalar yang lanjut ke perguruan tinggi itu juga ikut menurun. Maka 
dari itu kegiatan-kegiatan seperti ini diharapkan mampu memberikan motivasi dan 
membantu para pelajar yang ada dikabupaten Sinjai agar lulus dalam ujian nasional 
maupun lulus dalam tes masuk perguruan tinggi. Masih banyak kegiatan-kegiatan 
yang dilakukan mahasiswa Sinjai untuk membantu proses pembangun contohnya 
kegiatan Latihan Kader Kepemimpinan dengan tujuan memeberikan pemahaman 
tentang kepemimpinan, kegiatan Lomba pada bulan Ramadhan, kegitan olahraga dan 
kegiatan-kegiatan sosial lainnya. 
Selain itu, mahasiswa Sinjai (IKMS) juga melakukan kritik dan memberikan 
saran kepada pemerintah khususnya pemerintah daerah dalam bentuk turun 
aksi/demonstrasi. Contohnya, proses pengawalan implimentasi kebijakan publik yang 
tidak sesuai dengan aturan yang ada seperti Peraturan Bupati Sinjai Nomor 24 tahun 
2014 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Dana Pendidikan kepada Mahasiswa 
Sinjai dan Peraturan Daerah Sinjai Nomor 11 tahun 2012 tentang Retribusi 




BAB V  
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan dari uraian pembahasan sebelumnya maka penulis dapat 
menyimpulkan sebagai berikut: 
Jika ekspektasi mahasiswa dapat berjalan dengan maksimal selaras tanpa 
adanya penyelewengan. Mahasiswa hanya mencoba memberikan akustis dan solusi 
yang artinya ini bagian dari bentuk pengabdian terhadap masyarakat pada umumnya. 
Ini hanyalah sebagian contoh kecil untuk bagaimana pembangunan daerah nantinya 
lebih maksimal dengan sedikit ulur tangan dan bantuan dari mahasiswa. Sebab 
mahasiswa punya peran penting demi kemajuan suatu daerah yang sedang 
berkembang. Fitrah seorang mahasiswa adalah bagaimana memajukan daerahnya 
sendiri tanpa intervensi asing yang ingin menguasai dan mengobrak-abrik daerahnya. 
Pengembangan potensi mahasiswa sangat perlu difasilitasi oleh pemerintah 
daerah, dalam hal ini organisasi-organisasi kepemudaan yang ada di daerah maupun 
diluar daerah (paguyuban). Eksistensi daerah hadir melalui eksistensi paguyuban 
daerah yang mempelopori stamina eksistensi daerah adalah pemuda, pelajar dan 
mahasiswa. Maka dari itu perlunya ini menjadi pertimbangan untuk seorang bupati 
dan ketua DPRD yang sedang berfikir keras dan bekerja cerdas untuk mencerdaskan 
masyarakatnya. 
Gerakan mahasiswa akan terpola dalam dua pola besar, yakni gerakan moral 





sebuah gerakan yang memihak pada nilai-nilai moral universal, yakni nilai 
kebenaran, keadilan, demokratisasi, hak azasi manusia, dan sebagainya. Sebuah 
gerakan moral biasanya tidak masuk dalam wilayah kepentingan politik praktis 
dengan saling dukung-mendukung terhadap kekuatan kelompok tertentu. Mereka 
hanya mendukung kepentingan nilai yang menurut mereka bagus. Sementara gerakan 
politik merupakan gerakan untuk melakukan perubahan politik dengan berpihak pada 
kekuatan politik tertentu, atau menjadikan dirinya sebagai lokomotif politik 
mahasiswa. Mereka tidak alergi untuk melakukan sharing dan lobi-lobi politik 
dengan kekuatan politik yang ada. Bagi mereka hal ini perlu dilakukan sebagai 
strategi untuk mencapai perubahan. Mereka mengkritik gerakan moral sebagai 
ketakutan untuk bersentuhan dengan kepentingan politik, dan hanya mampu 
melakukan himbauan moral. Keberpihakan pada kekuatan politik tertentu secara riel 
tidak apa-apa, sepanjang ide-ide perubahan yang diperjuangkan mahasiswa sejalan 
dengan mereka. 
B. Implikasi Penelitian 
Berdasarkan dari hasil penelitian mengenai implikasi peran mahasiswa dalam 
mengawal kebijakan publik dan pola yang terbangun antara mahasiswa dengan 
pemerintah, maka: 
1. Implikasi secara teoritis, mahasiswa sebagai kekuatan politik punya posisi 






2. Peran mahasiswa sebagai Agent of change, control social & Iron Stock dapat 
dijalankan oleh mahasiswa sinjai dalam perannya membantu proses 
pembangunan yang ada didaerah Kabupaten Sinjai. 
3. Dengan mengetahui peran mahasiswa sebagai kekuatan politik bersinergi 
dengan pemerintah dalam berbagai hal khususnya pengawalan kebijakan, 
diharapkan agar mahasiswa lebih bersinergi dengan pemerintah dalam 
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